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ABSTRAK 
VINDHA KIRANA DEWI. NIM. 15.12.1.1.117. Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar.Skripsi.Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam.Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta, 2019. 
Penelitian ini membahas tentang keterbukaan informasi publik. Pentingnya 
pelayanan publik yang dilakukan pengelola informasi di Instansi Pemerintahan 
yang berimplikasi pada kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan informasi 
masyarakat, salah satunya di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
permasalahan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keterbukaan informasi publik 
yang digunakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumemtasi (PPID) 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Tipe 
penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 
menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 
data.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Adapun informan yang diwawancarai adalah PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar. 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar sudah mulai gencar 
mengadakan monitoring dan sosialisasi yang dapat meningkatkan pelayanan 
publik serta kemajuannya. Selain itu bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan 
dengan implementor sudah berjalan dengan baik. Dengan begitu diketahui bahwa 
masing-masing peran sudah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan 
dari kedua belah pihak dapat tercapai dan tersampaikan oleh masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam keterbukaan 
informasi publik yaitu, bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik 
oleh PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Implementasi keterbukaan 
informasi publik yang dilakukan oleh PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
diantaranya yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan  struktur 
birokrasi. 
Kata Kunci :Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, PPID 
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ABSTRACT 
VINDHA KIRANA DEWI. NIM. 15.12.1.1.117.The Implementation of Public 
Information Openness by Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Diskominfo of Karanganyar Regency.Thesis, Department of Islamic 
Communication and Broadcasting, Faculty of Ushuluddin and Dakwah.The 
State Islamic Institute of Surakarta, 2019. 
         This study discusses about public information openness. The importance of 
public service carried out by information managers in Government Agency that 
have implications for government policies appropriate with the information needs 
of the society, one of which is in PPID Diskominfo of Karanganyar Regency a 
problem related to public information openness. This study aims to describe the 
implementation of public information openness used by Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo of Karanganyar Regency. 
          The method used in this research is qualitative method. This type of 
research uses a qualitative descritive type, which aims to explain the phenomenon 
deeply through data collection. The technique of collecting data uses observation, 
interviews and documentation. The informants interviewed were PPID 
Diskominfo of Karanganyar Regency. 
           PPID Diskominfo of Karanganyar Regency has begun to intensively 
conduct monitoring and socialization that can improve public services and 
progress. Beside that, communication between policy makers and implementers 
has gone well. Thus, it is known that each role has carried out its functions 
properly so that the goals of both parties can be achieved and conveyed by the 
society. 
            The results of this study can be conclude that, in public information 
openness, how the implementation of public information openness by PPID 
Diskominfo of Karanganyar Regency includes communication, resources, 
disposition, and bureaucratic structures.  
Keywords : Implementation, Public Information Openness, PPID 
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam konteks hukum Indonesia, bentuk perlindungan hak-hak 
asasi manusia tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 tentang hak asasi manusia, yang terdiri dari pasal 28 A-J. 
Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi adalah hak 
memperoleh informasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28F 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia”. 
Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi 
sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian 
di setiap lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal yang telah 
tercipta salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian 
terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi 
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yang baik, seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik tanpa 
informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah 
yang lebih baik. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda 
dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah 
disahkan dan undang-undang  keterbukaan informasi publik berlaku pada 
tanggal 30 April 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut 
diberikan untuk badan-badan publik agar mempersiapkan diri 
menyongsong implementasi UU KIP yang pada intinya memberikan 
kewajiban kepada setiap badan publik untuk mengakses bagi setiap 
pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali 
beberapa informasi tertentu (Kemkominfo,2013). 
Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan 
adanya pengelolaan informasi publik. Badan publik lebih memiliki peran 
dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat 
dikarenakan badan publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas 
dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, 
sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha 
mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 
Menurut pasal 22 ayat 7 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, badan publik berkewajiban menyediakan 
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informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pengguna 
informasi publik dan wajib memberikan jawaban paling lambat sepuluh 
hari kerja terhadap pemohon informasi publik. Dalam memberikan 
pelayanan informasi publik, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) mudah, 
cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan 
informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan 
lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses, b) transparansi 
yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan 
secara jelas dan terbuka, c) akuntabel yaitu setiap kegiatan dalam 
pemberian pelayanan informasi publik harus dapat 
dipertanggungjawabkan, d) proposionalitas yaitu setiap kegiatan dalam 
pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Badan publik sendiri adalah lembaga eksekutif, legislatif, 
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang 
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung 
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan 
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pelayanan informasi di badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini (Kemkominfo, 2013:3-4). 
Keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Keterbukaan informasi 
merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan 
supremasi hukum dari pejabat publik kepada masyarakat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 
setiap proses kebijakan publik (Kemkominfo, 2010: 3). 
Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam 
pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan 
penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada 
masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang 
mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Sebagai contoh ada 
beberapa kasus penyimpangan pada tahun 2017 yang terjadi pada LSM  
yaitu Gerakan Peduli Karanganyar (GAPEKA) yang meminta informasi 
mengenai dana BOS kemudian petugas PPID dipanggil oleh tim terkait 
untuk membahas hal itu, sebenarnya informasi itu boleh atau tidak mereka 
berikan karena itu menyangkut hal-hal yang rawan.Kemudian mengenai 
pelayanan PPID atau respon mengenai hal tersebut secara normatif 
memang seperti itu jadi ada orang datang minta informasi mereka layani 
kalau itu informasi yang boleh dibuka mereka berikan mungkin bisa 
melalui hardcopy, softcopy atau mereka mau copy mereka bisa copy 
sendiri mungkin bahan yang di copy itu banyak itu menjadi tanggungan si 
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pemohon sendiri karena itu sudah menjadi aturannya. Dan disini selaku 
PPID Kabupaten Karanganyar juga sudah menyediakan formulir 
permohonan informasi karena harus mengisi itu, harus melampirkan 
identitas diri, jadi kita selaku PPID juga bisa menolak kalau mereka tidak 
jelas identitasnya karena itu bisa jadi orang yang mencari-cari saja.  
Jadi intinya pengelola sudah terbuka dan pengelola juga harus 
terbuka, kemarin juga ada beberapa melalui email mereka juga melayani, 
tidak masalah sebenarnya untuk pelayanan ini. Bahkan kemarin 
ada,mereka melayani yang hubungannya dengan LSM datang minta data 
bahkan langsung ke bagian hukum meminta data informasi yang 
dikecualikan tetap kita catat, diregister siapa yang meminta untuk apa, jadi 
orang yang meminta informasi itu harus jelas juga tujuannya untuk apa, 
darimana, siapa itu harus jelas, kalau untuk LSM juga harus jelas 
organisasinya harus benar-benar resmi harus ditunjukkan. 
Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa keterbukaan informasi di 
Kabupaten Karanganyar masih perlu di tingkatkan. Sebagai upaya 
mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan 
Bupati Karanganyar Nomor 487.22/ 263 Tahun 2019 tentang Penunjukan 
Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten 
Karanganyar (PPID) di lingkungan Kabupaten Karanganyar dan Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan 
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Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Dengan regulasi tersebut setiap 
badan publik di wajibkan untuk transparan akan informasi publik yang 
berada di bawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat 
pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Karanganyar 
berdasarkan Undang-undang KIP. 
Pada tanggal 17 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
terus berupaya memperbaiki layanan permohonan informasi yang telah 
dijalankan. Hal ini senada dengan terbitnya UU 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemdagri 
dan Pemerintah Daerah. Bertempat di Ruang Podang 1 Kantor 
Sekretariatan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar mengadakan 
monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Karanganyar, Sebelum monitoring dan evaluasi di Kecamatan, 
tim (PPID Kabupaten Karanganyar) telah melaksanakan giat yang sama di 
level badan dan dinas serta instansi yang berada di Kabupaten 
Karanganyar.  
PPID Utama Kabupaten Karanganyar menekankan akan 
pentingnya tugas dan peran PPID dalam era keterbukaan informasi publik. 
Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 ini terus mengupayakan 
memberikan layanan terbaik untuk memenuhi hak pemohon dalam 
mengakses informasi.Kerja keras ini terbukti dengan website Kabupaten 
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Karanganyar masuk 10 besar dalam tahapan pertama penilaian. “Target 
mereka (Kabupaten Karanganyar) adalah masuk tiga besar, kerja keras 
mereka semua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi 
harus mereka tingkatkan”, Dari hasil monitoring dan evaluasi, dari 17 
kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar belum semuanya 
mengoptimalkan website sebagai sarana pelayanan informasi dan 
dokumentasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya konten yang ada di 
website masing-masing kecamatan. Selain itu juga terbatasnya sumber 
daya manusia yang ada di kecamatan menjadi kendala tersendiri. 
Diskominfo Karanganyar selaku instansi yang mengampu layanan website 
bagi kecamatan siap memberikan bimbingan teknis bagi staf di masing-
masing kecamatan yang ditugasi sebagai admin website. 
Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua, 
yaitu informasi yang dibuka untuk publik dan informasi yang 
dikecualikan. Informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan 
berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 
kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: 1) Informasi yang bersifat berkala, 
yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  
salah satu contohnya seperti profil yang meliputi sejarah singkat, struktur 
organisai, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan 
sebagainya, 2) Informasi yang wajib diumumkan serta merta, yaitu 
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan 
keterkaitan umum salah satu contohnya seperti informasi mengenai 
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bencana alam, seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, 
hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa, atau benda-benda 
angkasa, 3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat contohnya 
seperti laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian 
informasi yang dikecualikan dalam pengelompokan informasi yang 
dikecualikan perlu hal-hal sebagai berikut informasi publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat 
proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses 
penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 
Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran 
aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan 
badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat 
di pertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut 
secara garis besar adanya UU KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat 
untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau 
pembuatan kebijakan oleh pemerintah. 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar ini dulu pada tahun 
2010 sudah ada, tetapi tidak begitu aktif kemudian pada tahun 2017 mulai 
diaktifkan membentuk PPID. Kemudian di PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar ada susunan organisasi yang terdiri dari sekretariat PLID, 
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bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, bidang pengolahan data dan 
klasifikasi informasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi. Teknis 
pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar 
dilaksanakan secara kolegial, dimana mereka telah menunjuk satu orang 
pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan 
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, 
mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. 
Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi; 
Pertama, adanya standar prosedur operasional layanan informasi publik. 
Kedua, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola 
informasi publik secara baik. Ketiga, menyediakan sarana prasarana 
layanan informasi publik termasuk papan pengumuman dan situs resmi 
(website). Keempat, menyediakan dan memberikan informasi publik 
sesuai dengan UU KIP dan pelaksanaan KIP. Kelima, memberikan 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik 
yang mengajukan keberatan. Keenam, mengumumkan laporan tentang 
layanan informasi publik dan menyampaikan salinan laporan kepada 
Komisi Informasi. Ketujuh, mengevaluasi dan mengawasi layanan 
informasi publik pada instansinya. 
Secara keseluruhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik 
yang mengacu pada UU KIP di Kabupaten Karanganyar masih belum 
berjalan efektif. Hal tersebut melihat pada hasil penelitian dan survei 
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integritas dan transparansi publik pada tahun 2018. Oleh karenanya dari 
berbagai masalah tersebut menjadi indikasi perlu adanya evaluasi terhadap 
implementasi UU No.14 Tahun 2008 di Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. 
 Sasa Djuarsa Sendjaja dalam (Suryanto,2015:320), Ilmu 
Komunikasi, adalah terkait hal-hal diatas maka, komunikasi organisasi 
sangatlah diperlukan dan pada umumnya membahas struktur  dan fungsi 
organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses 
pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi 
batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifatnya saling 
bergantung satu sama lain meliputi arus komunikasi vertikal dan 
horizontal.  
Dengan penelitian ini membahas Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Diskominfo Kabupaten Karanganyar beserta kendala yang 
dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Kemudian keunikan atau perbedaan PPID 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar dengan PPID daerah  lain yaitu telah 
beberapa kali menorehkan prestasi dalam penilaian oleh Komisi Informasi 
Provinsi Jawa Tengah kemarin pada tahun 2016 PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar mendapat rangking 5 dari bawah se Provinsi Jawa 
Tengah, kemudian pada tahun 2017 ada peningkatan mendapat rangking 
21 dan tahun kemarin di tahun 2018 bulan Desember mendapat rangking 7 
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penghargaan KIP award untuk PPID utama Kabupaten Karanganyar dan 
RSUD Karanganyar dalam kategori Menuju Informatif di Hotel Patra 
Semarang. Dengan itu PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
berinisiatif lebih meningkatkan lagi untuk kemajuannya khususnya juga 
untuk pelayanannya, supaya bisa terus eksis bahkan juga biar semua orang 
paham bahwa informasi itu bisa diminta dan bisa di berikan sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan publik dan ketentuan yang berlaku. 
Masalah yang saat ini dihadapi oleh PPID Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar sampai saat ini terkait terhadap 
implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2008 yaitu, Pertama masyarakat belum memahami 
tentang adanya PPID, Kedua kurangnya kesadaran Kepala Perangkat 
Daerah (PD) akan pentingnya keterbukaan informasi publik khususnya 
dalam sumber daya manusia (SDM), Ketiga belum adanya personil khusus 
dalam menangani website dan pelayanan PPID termasukImplementasi 
Keterbukaan Informasi Publik Oleh PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya. 
Pada penelitian ini, peneliti menemukan penelusuran literatur dari 
penelitian-penelitian sebelumnya guna pemetaan persamaan dan 
perbedaan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian skripsi, kadang ada 
tema yang berkaitan dengan peneliti teliti sekalipun arah dan tujuan yang 
diteliti berbeda.Dari penelitian sebelumnya ditemukan beberapa sumber. 
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Pertama, penelitian yang disusun oleh Nofika Hendra Universitas 
Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang program studi Ilmu Pemerintahan 
tahun (2016). Dalam penelitiannya implementasi yang dilakukan PPID 
oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang perlunya penambahan staf agar lebih 
meningkatkan kualitas khususnya di Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID)”. 
Kedua, penelitian yang disusun oleh Ermy Rizkawati Universitas 
Indonesia program studi Ilmu Sosial tahun (2013). Dalam penelitiannya 
ditemukan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan, 
seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan 
informasi, pembentukan PPID, serta belum mampunya Kemendagri 
melakukan uji konsekuensi terhadap informasi. 
Berdasarkan sejumlah masalah yang ada, dapat dilihat bahwa 
dalam keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan kembali, pasalnya 
masih ada beberapa kesulitan dan kekurangan  untuk bisa mendapatkan 
informasi di setiap daerah serta pengetahuan yang kurang optimal. Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar melakukan 
implementasi keterbukaan informasi publik oleh PPID Kabupaten 
Karanganyar dengan mengimplementasikan undang-undang keterbukaan 
informasi publik dan melaksanakan monitoring di setiap Perangkat Daerah 
(PD) untuk kemajuan dan juga untuk pelayanan informasi supaya bisa 
terus eksis bahkan juga semua orang paham bahwa informasi itu bisa 
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diminta dan bisa di berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan publik 
beserta ketentuan yang berlaku. 
Dengan demikian informasi dapat dikatakan bahwa informasi 
merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil 
keputusan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. 
(Suryanto, 2015:581). Dengan demikian pula transparansi adalah 
keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi 
berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan informasi (Tahir:2014). 
Sesuai dengan kasus tersebut maka penulis bermaksud meneliti 
“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar”. Dalam penelitian ini berfokus pada PPID Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar dalam 
Keterbukaan Informasi Publik. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan 
masalah yang ada sebagai berikut : 
1. Kurangnya kesadaran Kepala Perangkat Daerah (PD) akan pentingnya 
keterbukaan informasi publik khususnya dalam sumber daya manusia 
(SDM). 
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2. Belum adanya personil khusus dalam menangani website dan 
pelayanan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
3. Masyarakat belum memahami tentang adanya PPID. 
4. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar masih belum optimal dalam pelaksanaannya. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar pembatasan masalah tidak terlalu luas maka penelitian ini dibatasi : 
“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar”.  
D. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan agar mengumpulkan fakta yang  
terjadi di dalam penelitian dan agar bisa mengetahui masalah lalu 
menyelesaikannya. Dalam pembatasan masalah di atas maka penulis 
merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana Implementasi Keterbukaan 
Informasi Publik Oleh PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar?”. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam 
penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi 
Keterbukaan Informasi Publik Oleh PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Diharap peneliti dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan 
diharapkan dapat menjadikan pembaharuan penelitian dalam 
bidang pengembangan teori ilmu hukum keterbukaan informasi 
publik. 
b. Diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah 
dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan Undang-
undang keterbukaan informasi publik di Indonesia. 
2. Secara Akademis 
a. Diharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
mengembangkan  ilmu komunikasi khususnya pada bidang 
pelayanan informasi publik dan dokumentasi. 
b. Hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu referensi 
pada penelitian selanjutnya yang serupa terkait dengan keterbukaan 
informasi publik. 
3. Secara Praktis 
a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 
yang berguna bagi organisasi atau instansi pemerintah dalam hal 
keterbukaan informasi publik Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk 
menambah wawasan sebagai bahan untuk penelitian dengan tema 
yang baik. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Komunikasi 
a. Pengertian Komunikasi 
Berdasarkan secara umum dari berbagai definisi dan 
berdasarkan pengertian komunikasi ini adalah pertukaran pesan 
verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima 
pesan untuk mengubah tingkah laku. Si pengirim pesan dapat 
berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga 
halnya dengan si penerima pesan dapat berupa seorang anggota 
organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok orang 
dalam organisasi, atau organisasi secara keseluruhan. 
Istilah proses maksudnya bahwa komunikasi itu 
berlangsung melalui tahap-tahap tertentu secara terus-menerus, 
berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya. Proses komunikasi 
merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan 
si penerima saling mempengaruhi satu sama lain.Perubahan 
tingkah laku maksudnya dalam pengeertian yang luas yaitu 
perubahan yang terjadi di dalam diri individu mungkin dalam 
aspek kognitif, afektif, atau psikomotor (Arni, 2001:4-5). 
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Di dalam definisi komunikasi diatas, terdapat beberapa 
teori komunikasi diantaranya meliputi: 
1).  Komunikasi Intrapersonal atau komunikasi intrapribadi adalah 
proses penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri 
komunikator, antara diri sendiri. Komunikasi intrapersonal 
merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu 
dalam pemrosesan simbolis dari pesan-pesan yang diproduksi 
melalui proses pemikiran internal individu. Dalam komunikasi 
intrapersonal seorang individu menjadi pengirim sekaligus 
penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri 
dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi 
intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi 
lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-
proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran (awareness) 
terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh 
komunikator.  
2).  Komunikasi Interpersonal merupakan proses penyampaian 
pesan dari seseorang kepaada orang lain (pihak lain). 
Komunikasi interpersonal menghendaki informasi atau pesan 
dapat tersampaikan dan hubungan diantara orang yang 
berkomunikasi dapat terjalin. Oleh karena itu, setiap orang 
dituntut memiliki ketrampilan komunikasi interpersonal agar 
18 
 
 
 
dapat berbagi informasi, bergaul, dan menjalin kerjasama untuk 
bertahan hidup (Suryanto, 2015:102-110). 
KemudianSuryanto dalam Mulyana (2000:73) mengartikan 
komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara orang-
orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 
pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik 
secara verbal maupun nonverbal.  
3).  Komunikasi Organisasi pada umumnya membahas struktur dan 
fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan 
proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi 
organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu 
jaringan yang sifatnya saling bergantung satu sama lain 
meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. 
4).  Komunikasi Publik merupakan pertukaran pesan dengan 
sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau yang diluar 
organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Tetapi dalam 
bagian ini yang akan dibicarakan melalui kontak tatap muka 
diantara organisasi dan lingkungannya diantara satu orang 
anggota organisasi dengan sejumlah besar anggota organisasi 
yang sama (Arni, 2001:197). 
b. Fungsi dan tujuan komunikasi 
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan 
interaksi sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, manusia 
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disebut sebagai makhluk yang bermasyarakat dan berbudaya. Pada 
titik inilah ilmu komunikasi menemukan momentumnya, yaitu 
sebagai berikut: 
1).  Informasi yang disampaikan dapat dipahami orang lain. 
Komunikator Dedy Mulyana, 2004 dalam (Suryanto:27) 
menyatakan bahwa yang baik dapat menjelaskan pada 
komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya dan tuntas 
sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti hal-hal yang 
dimaksudkan. 
2).  Memahami orang lain. Komunikator harus mengerti aspirasi 
masyarakat tentang hal-hal yang diinginkan, tidak 
menginginkan kemauannya. 
3).  Agar gagasan dapat diterima orang lain, komunikator harus 
berusaha menerima gagasan orang lain dengan pendekatan 
yang persuasif, bukan memaksakan kehendak. 
4).  Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan 
kegiatan yang mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu 
yang dilakukan dengan cara yang baik. 
Ada beberapa fungsi yang melekat dalam proses komunikasi  
Onong Uchyana Effendy, 1996 dalam (Suryanto:28) yaitu sebagai 
berikut: 
Pertama, informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, 
penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar 
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yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas 
terhadap kondisi lingkungan dan orang lain sehingga mengambil 
keputusan yang tepat. 
Kedua, sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak 
sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga sadar akan 
fungsi sosialnya dan dapat aktif dalam masyarakat. 
Ketiga, motivasi menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka 
pendek ataupun jangka panjang, mendorong orang untuk 
menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan 
individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan 
dikejar. 
2. Informasi Publik 
a. Pengertian Informasi Publik 
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang keterbukaan 
informasi publik, alangkah baiknya apabila kita mengetahui dulu 
pengertian dari  informasi. Informasi adalah keterangan, 
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 
makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 
dapat dilihat, di dengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik.  
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Sedangkan informasi publik adalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu 
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 
Undang-Undang No.14 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang 
keterbukaan informasi publik serta informasi lainnya yang 
berkaitan dengan kepentingan publik (Kemkominfo, 2013:3-4) 
Di dalam definisi informasi publik juga masih dibagi 
beberapa teori publik diantaranya yaitu: 
1).  Badan Publik, Badan publik sendiri adalah lembaga eksekutif, 
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang atau 
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 
informasi di badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini (Kemkominfo, 2013:3-4). 
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2).  UU No. 25 tahun 2009 tantang pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 
korporasi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. Dalam organisasi penyelenggara 
berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi: a) Pelaksanaan pelayanan, b) Pengelolaan 
pengaduan masyarakat, c) Pengelolaan informasi, d) 
Pengawasan internal, e) Penyuluhan kepada masyarakat dan, f) 
Pelayanan konsultasi. Pelaksana pelayanan publik disebut 
pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang 
yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik (Kemkominfo: 2-3). 
UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam 
pengelolaan pengaduan penyelenggara berkewajiban 
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menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana 
yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelenggara 
berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan 
dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas 
penyelesaian yang cepat dan tuntas. Materi dan mekanisme 
pengelolaan pengaduan diatur lebih lanjut oleh penyelenggara. 
Materi pengelolaan pegaduan sekurang-kurangnya meliputi: a) 
identitas pengadu, b) prosedur pengelolaan pengaduan, c) 
penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan, d) prioritas 
penyelesaian pengaduan, e) pelaporan proses dan hasil 
pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana, f) 
rekomendasi pengelolaan pengaduan, g) penyampaian hasil 
pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait, h) pemantauan 
dan evaluasi pengelolaan pengaduan, i) dokumentasi dan 
statistik pengelolaan pengaduan, j) pencantuman nama dan 
alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah 
diakses (Kemkominfo :19-20). 
b. Tujuan dan Manfaat Informasi Publik 
Sebagaimana dimaktubkan (kemkominfo, 2013: ) dalam 
pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008, mempunyai tujuan untuk : 
      1). Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan publik, program 
kebijakan publik, dan proses pengambilan 
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keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik. 
2).  Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik. 
3).  Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan 
Badan Publik yang baik. 
4).  Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik 
(transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta 
dapat dipertanggung jawabkan. 
5).  Mengetahui alasan kebijakan publik yang 
memengaruhi hajat hidup orang banyak. 
6).  Mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
7).  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi 
di lingkungan badan publik untuk menghasilkan 
layanan informasi yang berkualitas. 
 3. Implementasi Kebijakan Publik 
Kebijakan publik adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan suatu subyek 
atau tanggapan terhadap krisis (Kusumanegara, 2010:4). Menurut 
Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2009:2) kebijakan publik 
mengandung makna bahwa pertama, kebijakan publik dibuat oleh 
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badan pemerintah, bukan organisasi swasta, dan kedua kebijakan publik 
menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
badan pemerintah. 
Kebijakan publik dapat berbentuk Undang-undang atau Perda 
yang dapat di implementasikan dalam penyelenggaraan negara, 
khususnya pada menajemen sektor publik. Implementasi kebijakan 
publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya (Nugroho, 2009:494-495). Keberhasilan dari 
implementasi kebijakan publik bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya 
unit organisasi yang terlibat dalam kebijakan tersebut, tetapi juga 
dikarenakan faktor-faktor implementasi yang saling berhubungan satu 
sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah 
dijelaskan pada teori implementasi dari George C. Edwards (dalam 
Subarsono, 2009:90), antara lain sebagai berikut. 
a. Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 
harus dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kelompok sehingga implementasi dapat benar-benar 
berjalan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan 
tidak di ketahui, maka kemungkinan akan terjadi 
resistensi dari kelompok yang di sasar. 
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b. Sumber daya 
Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 
dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya 
finansial. Sumber daya adalah faktor penting agar 
implementasi dapat berjalan efektif. 
c. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang 
dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran 
dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 
disposisi yang baik, maka kebijakan akan dijalankan 
dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Sebaliknya, apabila disposisi implementor 
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi 
tidak akan berjalan efektif. 
d. Struktur Birokrasi 
Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 
satu aspek struktur yang penting adalah adanya 
prosedur operasi yang standar (standard operating 
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procedurs) atau yang biasa disebut dengan SOP. SOP 
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 
bertindak. 
4. Keterbukaan Informasi Publik 
a. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan 
bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh 
informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan yang baik. 
Setiap konsep, hak untuk mendapat informasi dapat 
dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara 
terhadap rakyat. Organisasi yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi 
oleh pejabat publik terpilih. Pertanggung jawaban adalah dasar 
demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan 
mekanisme pertanggung jawaban tersebut (Erdianto dan Aryani 
2012:11-12). 
Diterimanya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik, dalam hukum internasional hak untuk 
mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh 
pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 Indonesia. Sebagaimana 
dimaktubkan pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 yakni: 
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a.) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 
baik data, fakta, maupun penjelasannya. 
b.) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, di 
simpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggara negara dan penyelenggara badan publik 
lainnya. 
c.) Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 
yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau 
organisasi non pemerintah. 
d.) Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 
menjalankan Undang-undang ini dan peraturan 
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar 
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 
informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi 
nonlitigasi. 
e.) Sengketa Infomasi Publik adalah sengketa yang terjadi 
antara badan publik dan pengguna informasi publik yang 
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan 
informasi berdasarkan perundang-undangan. 
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f.) Mediasi adalah peneyelesaian sengketa informasi publik 
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi 
informasi. 
g.) Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi 
publik antara para pihak yang diputus oleh komisi 
informasi. 
h.) Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi 
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada 
badan publik. 
i.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah 
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi 
di badan publik. 
j.) Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan 
hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini. 
k.) Pengguna Informasi Publik adalah orang yang 
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini. 
l.) Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan 
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 
informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. 
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b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 adalah salah satu 
program legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU No. 14 
tahun 2008 sebenarnya telah dibahas sejak tahun 1999, dan 
setelah melewati proses selama sembilan tahun, akhirnya Undang-
undang ini diresmikan. Kebijakan publik UU No 14 tahun 2008 
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 
April 2008 dan di undangkan pada tanggal 30 April 2010 
(Kemkominfo, 2013). 
Melewati dua tahun masa persiapan untuk pelaksanaan 
Keterbukaan Informasi Publik, mulai 30 April 2010 UU No 14 
tahun 2008 ini telah diberlakukan di seluruh Indonesia sebagai 
regulasi yang pasti akan penyebaran informasi dari badan publik 
kepada masyarakat luas.  
B. Tinjauan Pustaka 
Studi mengenai keterbukaan informasi telah banyak dibahas dalam 
beberapa literatur. Sebagai salah satu referensi yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini  adalah berbagai penelitian mengenai implementasi 
PPID yang telah dilakukan sebelumnya. Harapannya untuk 
mengembangkan penelitian yang telah ada, serta untuk membandingkan 
penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 
Adapun beberapa penelitian sebagai berikut:  
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Penelitian yang berjudul “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi 
Publik (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota 
Tanjungpinang)”. Disusun oleh Nofika Hendra Universitas Maritim Raja 
Ali Haji Tanjungpinang program studi Ilmu Pemerintahan tahun (2016). 
Jenis penelitian yang dilakukannya memakai jenis penelitian kualitatif. 
Adapun hasil penelitian Nofika Hendra tersebut menyimpulkan  
dari yang peneliti lihat mengenai teknis proses dokumen pada kantor 
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kota Tanjungpinang 
sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) namun  implementasi 
undang-undang tersebut yang masih perlu dibenahi dilakukan sesuai 
kebutuhan oleh pemohon informasi publik tanpa menunggu waktu yang 
lama dalam mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai keperluan 
pemohon informasi. Dan mendapatkan informasi yang jelas secara 
transparan dan terbuka. Implementasi sering dianggap hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para 
pengambil keputusan seakan-akan tahapan ini kurang berpengaruh. Pada 
kenyataannya tahapan implementasi sangat penting karena dalam suatu 
kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik 
dan tepat. Agar suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal akan 
dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. 
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Selain skripsi dari Nofika Hendra, tinjauan pustaka lainnya dari 
Ermy Rizkawati (2013) dengan judul “Implementasi Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di 
Kementerian Dalam Negeri RI”. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukannya memakai jenis 
penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
implementasi masih memiliki beberapa kekurangan, seperti ketiadaan 
Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi, 
pembentukan PPID, serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji 
konsekuensi terhadap informasi. Hal ini menujukkan kurang tanggapnya 
Kemendagri dalam melayani permintaan informasi. Dari fasilitas website 
yang dimiliki, juga belum mencakup semua informasi yang di amanatkan 
Undang-undang No. 14 tahun 2008. Namun dalam segi pengkinian berita, 
website Kemendagri dapat dikatakan baik. 
Skripsi yang peneliti tinjau selanjutnya dari Tiara Indah, 
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”. Jenis 
penelitian yang dilakukannya memakai jenis penelitian kualitatif. Hasil 
yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Faktor Komunikasi, Sumber 
Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan 
baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya 
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jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan 
implementor dalam kebijakan tersebut, selain itu belum terpenuhinya 
fasilitas penunjang seperti kamera profesional. Meskipun jumlah staf yang 
kurang memadai, implementor memiliki keahlian dalam menjalankan 
kebijakan tersebut yaitu mampu mengoperasikan website dan juga media 
sosial sebagai sarana menyebarluaskan informasi publik. Hal tersebut 
menjadi salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang 
dijalankan sehingga pada November 2017 Dinas Kominfo Kota 
Tasikmalaya mendapatkan penghargaan ke-3 pada Anugerah Media 
Humas 2017 kategori media sosial. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti ialah sama-sama berpacu dari persoalan Keterbukaan Informasi 
Publik yang ada dalam Undang-undang No 14 tahun 2008. Selain itu, 
persamaan juga terdapat pada objek penelitian, yaitu implementasi. Hanya 
saja perbedaaannya peneliti lebih spesifik mengarah pada implementasi 
keterbukaan informasi publik. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini 
memfokuskan keterbukaan informasi pada pelayanan informasi publik, 
sementara peneliti mengkaji keterbukaan informasi secara keseluruhan. 
Dari semua tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan diatas, 
segi originalitas yang ada dalam penelitian ini terletak pada keterbukaan  
dalam pelayanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar, yang tidak terdapat pada ketiga 
penelitian diatas. 
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C. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan arahan penalaran 
untuk sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang telah 
dirumuskan. Menunjang yang penulis ajukan, maka penulis menjelaskan 
kerangka pemikiran sebagai berikut : 
 
Input    Proses              Output 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
    
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 
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Keterangan :  
Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa kerangka 
berpikir dalam penelitian ini meliputi, sasaran input adalah PPID 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pusat yang 
tidak lepas terhadap kewajiban untuk pelaksanaan pengelolaan pelayanan 
informasi dan dokumentasi oleh setiap badan publik di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
Langkah kedua dari bagan tersebut adalah proses, di sinilah peran 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian adanya kebijakan 
Publikdan faktor implementasi yang dilakukan dalam keterbukaan 
informasi publik. 
Setelah faktor implementasi dijalankan maka akan ada hasil yang 
dicapai yaitu output yang dihasilkan dari proses sebelumnya adalah 
layanan informasi publik yang transparansi dan keterbukaan informasi 
publik. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat di kabupaten 
Karanganyar dapat memahami serta mengetahui bahwa informasi itu bisa 
diminta dan diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan publik dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln 1987 dalam (Moleong:5) 
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 
terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 
Dari segi pengertian ini, penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah 
dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan 
fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah 
berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode 
yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan 
pemanfaatan dokumen. 
Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman 
yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 
Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh 
setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 
penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman 
umum tantang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan, 2013:215). 
Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Implementasi 
Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
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Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu gambaran mengenai 
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
2. Waktu dan Tempat Penelitian 
PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 
beralamatkan di Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 
495039 ext. 228 Faks: (0271) 495590 Email: 
diskominfo@karanganyarkab.go.id, Website: www.karanganyarkab.go.id 
tepatnya di Gedung B Lantai 1 Komplek SETDA Kabupaten Karanganyar. 
Waktu pra survei penelitian dimulai kurang lebih 3 bulan pada bulan 
November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sedangkan waktu 
pasca penelitian dimulai kurang lebih 3 bulan pada bulan Maret sampai 
dengan bulan Juni 2019. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 
sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 
dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara 
individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik 
benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. 
Ada dua metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer, 
yaitu melalui survei dan observasi.  
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui media perantara ( dihasilkan pihak lain) atau 
digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 
tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data 
sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data 
dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Contoh data 
industri, direktori perusahaan dan data sensus penduduk BPS (Biro 
Pusat Statistik) (Ruslan, 2013:138). 
4. Subjek dan Objek Penelitian  
Pada penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 
Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar.Objek dari penelitian ini adalah 
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID).Sedangkan subjek penelitian ini 
adalah PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Informan pada 
penelitian ini adalah PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar pada 
bagian kominfo sebagai kunci dari informasi penelitian yang peneliti 
lakukan antara lain yaitu : 
a. Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar. Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim 
PPID disini perannya sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi 
Informasi. 
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b. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika 
Pembina / IVa Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sebagai penguat 
sumber informasi jabatan dalam tim PPID disini perannya sebagai 
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 
c. Kasubbag. Kajian dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretaris 
Daerah.Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim PPID 
disini perannya sebagai Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. 
d. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar. Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim 
PPID disini perannya sebagai Sekretariat PLID. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Penelitian Kualitatif sangat tergantung pada penelitian dan 
kelengkapan catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti.Catatan lapangan 
yang dibuat berdasarkan hasil wawancara, obsevasi dan dokumentasi yang 
merupakan unsur instrument penelitian. Teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang akan diambil oleh peneliti, untuk mengambil 
data-data yang yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Pengumpulan data bisa 
di dapat dengancara yaitu: 
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a. Observasi 
Teknik observasi merupakan studi tentang suatu kebudayaan 
suatu bangsa, dan tujuannya adalah untuk memahami suatu cara hidup 
dari pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut 
Spradley, 1980 dalam (Ruslan:33-34) mengungkapkan bahwa ada tiga 
aspek tentang pengalaman manusia: (1). Kebudayaan apa yang 
dikerjakan, (2). Apa yang diketahui, dan (3). Benda-benda apa yang 
dibuat dan dipergunakan, maka dari ketiga aspek inilah dipelajari bagi 
peneliti untuk mengetahui suatu kebudayaan bangsa. 
Kelebihan metode observasi dibandingakan dengan survei, 
bahwa data yang dikumpulkan pada umumnya tidak terdistorsi, lebih 
akurat dan rinci, serta bebas dari respon bias. Walaupun terjadi, 
pengamat kemungkinan memberikan catatan-catatan tidak bebas dari 
kesalahan atau tambahan yang bersifat penyimpanan subjektif, dan 
seperti halnya terjadi bias karena pengaruh peran pewawancaradalam 
metode survei. 
Dalam teknik observasi peneliti melakukan pengamatan 
terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar 
dalam keterbukaan informasi publik. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
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pewawancara(interviewer)  yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu dalam (Moleong, 2012:186). 
Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 
teknik wawancara mendalam (depth interview). Wawancara mendalam 
adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung 
bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 
mendalam.  
Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis 
wawancara terstruktur dalam (Moleong:190) yaitu wawancara yang 
pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan.Narasumber dalam penelitian ini 
yaitu,Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim 
PPID disini perannya sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi 
Informasi, Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan 
Informatika Pembina / IVa Kabupaten Karanganyarsebagai penguat 
sumber informasi jabatan dalam tim PPID disini perannya sebagai 
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kasubbag. Kajian dan 
Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretaris Daerah sebagai penguat 
sumber informasi jabatan dalam tim PPID disini perannya sebagai 
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, Kepala Bidang Informasi dan 
Komunikasi Diskominfo Kabupaten Karanganyar sebagai penguat 
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sumber informasi jabatan dalam tim PPID disini perannya sebagai 
Sekretariat PLID. 
c. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini dokumentasi adalah teknik yang 
digunakan untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan objek 
penelitian (Bungin, 2007:121). Dokumen dapat berupa data-data, foto-
foto kegiatan dan surat-surat yang berkaitan dengan objek penelitian 
yang dapat menjadi data hasil pendukung penelitian. 
6. Keabsahan Data 
Teknik pemeriksaaan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi yang digunakan 
ialah pemeriksaan melalui sumber. Denzin, 1978 (dalam Moleong, 2012: 
330-332). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 
Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil 
pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang 
dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara 
pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 
situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) 
membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
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berpendidikan, orang berada, atau orang pemerintahan, (5) 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-
recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, 
metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan 
jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya 
dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar 
pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Setelah semua data 
terkumpul maka akan didapatkan data kualitatif sesuai dengan metode 
yang diambil. Hasil dari semua data yang diperoleh akan dikumpulkan 
serta di analisis.   
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 
dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan 
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 
display, dan conclusion drawing/ verification (Sugiyono, 2007:246-253). 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data 
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berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 
untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 
yang bersifat naratif. 
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, 
dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga 
dapat berupa, grafik, matrik, network  (jejaring kerja) dan chart.  
c. Conclusion Drawing/ verification 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 
and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan 
demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 
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mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 
dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara 
dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 
berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data 
display yang pertama telah didukung oleh data-data yang mantap, 
maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
1. Profil PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar.  
PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar beralamatkan di Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar 
Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks: (0271) 495590 
Email:diskominfo@karanganyarkab.go.id,Website:www.karanganyar
kab.go.id tepatnya di Gedung B Lantai 1 Komplek SETDA Kabupaten 
Karanganyar. 
Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
terus berupaya memberikan sajian informasi publik bagi pemohon, 
sebagai tindak lanjut dengan keluarnya regulasi tersebut. Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati 
Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat 
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Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat 
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan 
Dokumentasi. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar selain mengacu pada Undang-
undang No.14 tahun 2008 juga telah membentuk regulasi lokal yaitu 
Keputusan Bupati Karanganyar yang terbaru Nomor 487.22/ 263 
Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi 
dan Dokumentasi Kabupaten Karanganyar.  
Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Karanganyar dilaksanakan secara kolegial, dimana mereka telah 
menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah 
(PD) untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) pembantu yang mempuyai tugas memberikan 
pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan 
kompetensi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) tersebut. 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PPID Dinas 
Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Pembina, dibantu oleh : 
Pembina Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, membawahi : 
1.) Pengarah Selaku Atasan PPID  (Sekretaris Daerah). 
2.) Tim Pertimbangan (Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, 
Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas 
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Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Kepala Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah). 
Pengarah dan Tim Pertimbangan, membawahi : 
1.) PPID Utama (Sekretaris Dinas Kominfo). 
PPID Utama, membawahi : 
1.) PPID Pembantu ( dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah 
yang mengelola Informasi dan Dokumentasi). 
PPID Pembantu, membawahi : 
1.) Sekretariat PLID 
2.) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 
3.) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
4.) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 
Kemudian 4 bidang tersebut, membawahi : 
1.) Pejabat Fungsional 
2. Visi dan Misi PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 
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a. Visi 
Rumusan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar ditetapkan setelah mempertimbangkan 
tugas dan fungsi, dan memperhatikan Rencana Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar. Visi Pemkab 
Karanganyar adalah “Bersama Memajukan Karanganyar”. 
Mengacu pada Visi Pemkab Karanganyar tersebut, maka Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 
menentukan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 
“Kabupaten Karanganyar Maju Berbasis Teknologi Informasi”. 
Visi ini akan menjadi arah dan panduan seluruh jajaran 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Karanganyar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 
b. Misi 
Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk 
mewujukan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan 
dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi 
yang dicanangkan untuk mewujukan visi adalah sebagai 
berikut : 
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1.) Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berbasis 
Teknologi Informasi Melalui Optimalisasi Sumber Daya 
Aparatur. 
2.) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Cerdas 
Melalui Fasilitasi Sarana Prasarana Teknologi Informasi Bagi 
Seluruh Lapisan Anggota Masyarakat. 
3.) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Berwawasan 
Informasi Melalui Optimalisasi Diseminasi Informasi dan 
Komunikasi Publik. 
3. Tugas dan Kewenangan PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar 
Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi mempunyai tugas pokok “ Merumuskan kebijakan 
strategis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada 
Pemerintah Daerah. 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas 
dan wewenang dalam merumuskan kebijakan strategis Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 
PPID Utama mempunyai wewenang : 
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a. Menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang 
dikecualikansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b. Meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID 
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.  
c. Mengoordinasikan pemberian Pelayanan Informasi dan 
Doumentasi kepada PPID Pembantu yang menjadi cakupan 
kerjanya. 
d. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi 
yang dapat di akses oleh publik, dan 
e. Menugaskan PPID Pembantu dan pejabat fungsional untuk 
membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan 
Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 
Uraian  tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut : 
a.) Merumuskan kebijakan strategis Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik pada Pemerintah Daerah. 
b.) Melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi 
pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh 
satuan kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 
Daerah. 
c.) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas 
Sumber Daya Manusia Informasi Publik. 
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d.) Melaksanakan pendampingan dan konsultasi Pelayanan Informasi 
Publik. 
e.) Penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa Informasi. 
f.) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan 
Dokumentasi. 
g.) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 
Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu. 
h.) Melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik. 
i.) Melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang 
dikecualikan. 
j.) Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi 
k.) Mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk di 
publikasikan , dan 
l.) Menugaskan PPID Pembantu dan Pejabat Fungsional untuk 
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan 
Dokumentasi. 
4. Struktur Organisasi PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten 
Karanganyar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur PPID 
Utama dan PPID Pembantu, berikut peeneliti lampirkan struktur 
organisasi tersebut : 
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Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Karanganyar 
No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
1 
Drs. Sutarno, 
M.Si. 
Pj. Sekretaris Daerah 
Pengarah Selaku 
Atasan PPID 
2 
Drs. Bachtiyar 
Syarif 
Asisten Pemerintahan Sekretariat 
Daerah 
Tim Pertimbangan 
3 
Drs. Sucahyo, 
M.M. 
Inspektur 
4 
Drs. Sumarno, 
M.Si. 
Kepala Badan Keuangan Daerah 
5 
Zulfikar Hadidh, 
S.H. 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
6 
Drs. Agung Tjahjo 
Nugroho, M.M. 
Sekretaris Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
PPID Utama 
7 
Dra. Yuli Astuti, 
M.M. 
 
Kepala Bagian Hubungan 
Masyarakat dan Telekomunikasi 
Sekretariat Daerah 
PPID Pembantu 
8 
Susamti, S.S., 
M.M. 
Kepala Bagian Umum 
Sekretariat DPRD 
9 
Siti Iswari 
Hidayati, S.E., 
M.M. 
Sekretaris Inspektorat 
10 
Narimo, S.Sos., 
M.M. 
Sekretaris Badan Keuangan 
Daerah 
11 
Christiani 
Nurendah 
Widyawati, S.H., 
M.M. 
Sekretaris Badan Perencanaan, 
Penelitian, dan Pengembangan 
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No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
12 Dahono, S.I.P., 
M.Si. 
Sekretaris Satuan Polisi Pamong 
Praja 
13 
Drs. Nurhasan 
Wahyuriyanto 
Kepala Bidang Pengangkatan 
dan Mutasi Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
14 
Mei Subroto, 
S.Sos., M.Hum. 
Sekretaris Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
 
15 
Dra. Daryatmi, 
M.M. 
Sekretaris Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan 
 
16 
Suwardi, S.Sos., 
M.M. 
Sekretaris Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 
 
17 
Fatkul Munir, 
S.K.M., M.Kes. 
Sekretaris Dinas Kesehatan PPID Pembantu 
18 
Ambang Wibowo, 
S.Sos. 
Sekretaris Dinas Lingkungan 
Hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
Tyas Ngambar 
Widyowati, S.H. 
Sekretaris Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 
20 
Titik Umarni, 
S.H., M.M. 
Sekretaris Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
21 Purwanto, S.T. 
Sekretaris Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 
22 
Bambang 
Prihantoro, S.Sos. 
Sekretaris Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk, dan 
Keluarga Berencana 
23 
Nugroho, S.Sos., 
M.Hum. 
Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
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No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
Satu Pintu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Agus Hariyanto, 
S.E., M.M. 
Sekretaris Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
25 
Martadi, S.Sos., 
M.M. 
Sekretaris Dinas Perdagangan, 
Tenaga Kerja, Koperasi, dan 
Usaha Kecil Dan Menengah 
26 
Drs. Saryono, 
M.T. 
Kepala Bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman pada 
Dinas Perhubungan, Perumahan, 
dan Kawasan Permukiman 
27 
Zaenal Arifin, 
S.H. 
Sekretaris Dinas Perikanan dan 
Peternakan 
28 
R. Mardhy 
Handoko 
Soenarko, S.H. 
Sekretaris Dinas Pertanian dan 
Pangan 
29 Drs. Sarwanto  
Sekretaris Dinas Sosial 
 
30 
Hendro Prayitno, 
S.H.,M.M. 
Kepala Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah 
31 Ir. Sulaiman  
Kasi Integrasi Pengolahan dan 
Diseminasi Statistik Badan Pusat 
Statistik 
32 
Joko Purnomo, 
S.H., M.M. 
Kasi Tata Pemerintahan 
Kecamatan Colomadu 
33 Parman, S.E. 
Sekretaris Kecamatan 
Gondangrejo 
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No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
34 Dra. Eny 
Fauziah,M.M. 
Sekretaris Kecamatan Jaten PPID Pembantu 
35 
Wini Wulandari, 
S.Sos., M.Si. 
Sekretaris Kecamatan Jatipuro 
  
36 Saptoro, S.Sos. Sekretaris Kecamatan Jatiyoso 
37 
Drs. EC Ranung 
Pagusta, M.M. 
Sekretaris Kecamatan Jenawi 
 
38 
Adzani 
Priyanggodo, 
S.S.T.P., M.Si. 
Sekretaris Kecamatan 
Jumantono 
40 
Suyamdi, S.H., 
M.M. 
Sekretaris Kecamatan Jumapolo 
41 
Drs. Didik 
Siswanto, M.M. 
Sekretaris Kecamatan 
Karanganyar 
42 
Edy Sarwoko, 
S.Sos. 
Sekretaris Kecamatan 
Karangpandan 
43 Heru Waseso, S.H. 
Sekretaris Kecamatan 
Kebakkramat 
44 
Marjono, S.Pd., 
M.M. 
Sekretaris Kecamatan Kerjo 
45 
Joko Priyono, 
S.Sos., M.Si. 
Sekretaris Kecamatan Matesih 
46 
Ichwan Ramah 
Susilo, S.Sos. 
Sekretaris Kecamatan 
Mojogedang 
47 
Heru Joko 
Sulistyono, 
S.S.T.P., M.Si. 
Sekretaris Kecamatan 
Ngargoyoso 
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No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
48 Drs. Harjono, 
M.Pd. 
Sekretaris Kecamatan 
Tasikmadu 
49 
Agus Dwitanto, 
S.Sos., M.M. 
Sekretaris Kecamatan 
Tawangmangu 
50 
Masykur, 
S.Sos.,M.M. 
Sekretaris Komisi Pemilihan 
Umum Daerah 
51 Drs. Sigit Prabowo 
Kasubbag. Hukum, Informasi 
dan Pelayanan Pengaduan RSUD 
52 
Isnawan Hadi, 
S.E. 
Kabag. Umum PDAM Tirta 
Lawu 
53 Riyanto, S.E. 
Kabag. Umum PD. BPR Bank 
Karanganyar 
54 Hari Sartono, S.E. 
Kabag. Umum PD. BPR Bank 
Daerah 
55 
Anis Susilowati, 
S.E. 
Kabag. Umum PUD. Aneka 
Usaha 
56 
Ardiansyah, 
S.S.T.P., M.M. 
Kepala Bidang Informasi dan 
Komunikasi Diskominfo 
Sekretariat PLID 
57 
Sopiyatun, S.Sos., 
M.I.Kom. 
Analis Berita pada Seksi 
Pelayanan Informasi Publik 
Diskominfo 
Anggota Sekretariat 
PLID 
58 Nur Afifah, S.Ag. 
Pengolah Data pada Seksi 
Pengelolaan Sumber Daya 
Komunikasi dan Informatika 
Diskominfo 
Anggota Sekretariat 
PLID 
59 
Bambang 
Siswanto 
Nugroho, S.I.P., 
M.Si. 
Plt. Kepala Bidang Tata Kelola 
Informatika Diskominfo 
 
Bidang Pengolahan 
Data dan Klasifikasi 
Informasi 
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Adi Yudha 
Prahara, S.Kom 
Pranata Komputer pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pengolahan Data dan 
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No. Nama Jabatan dalam Dinas/Instansi Jabatan dalam Tim 
Klasifikasi Informasi 
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Dodik Ariyadi, 
A,Md. 
Pranata Komputer pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi 
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Agus Romadhoni, 
S.Kom. 
Pranata Komputer pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi 
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Kristiana Dwi 
Kartiningsih, S.S., 
M.M. 
Kasi. Pengelolaan Sumber Daya 
Komunikasi dan Informatika 
Diskominfo 
Bidang Pelayanan 
Informasi dan 
Dokumentasi 
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Indah Sulistiawati 
Efendi, S.Sos. 
Calon Pranata Humas pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi 
65 
Fitri Inayanti, 
S.Sos. 
Calon Pranata Humas pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi 
66 
Tri Andani Kurnia 
Dewi, A.Md. 
Calon Pranata Humas pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi 
67 
Nur Riyana 
Fitrianti, A.Md. 
Calon Pranata Humas pada 
Diskominfo 
Anggota Bidang 
Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi 
68 
Sunarno, S.H., 
M.H., M.T. 
Kasubbag. Kajian dan Bantuan 
Hukum Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah 
Bidang Fasilitasi 
Sengketa Informasi 
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Joko Wahyono, 
S.H., M.H. 
Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian Diskominfo 
Anggota Bidang 
Fasilitasi Sengketa 
Informasi 
Sumber : SK Bupati Karanganyar Nomor 487.22/ 263 Tahun 2019 
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Tabel 2. Daftar PPID Pembantu Kab. Karanganyar 
NO. NAMA DINAS/ INSTANSI 
1 Inspektorat 
2 Badan Keuangan Daerah 
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
5 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
7 Dinas Lingkungan Hidup 
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana 
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
10 Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
12 Dinas Kesehatan 
13 Dinas Sosial 
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
15 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
16 Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 
17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 
19 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 
20 Dinas Pertanian dan Pangan 
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NO. NAMA DINAS/ INSTANSI 
21 Dinas Perikanan dan Peternakan 
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
23 Satuan Polisi Pamong Praja 
Sumber : ppid.karanganyarkab.go.id 
 
B. Sajian Data 
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 
Kabupaten Karanganyar 
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data fakta 
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, di dengar, dan dibaca yang 
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 
ataupun non elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi 
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, oleh suatu 
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang No. 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang keterbukaan 
informasi publik serta informasi lainnya yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar beralamatkan di 
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Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 
Faks: (0271) 495590 Email: diskominfo@karanganyarkab.go.id, 
Website: www.karanganyarkab.go.id tepatnya di Gedung B Lantai 1 
Komplek SETDA Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 16 Tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk Perangkat Daerah 
(PD), salah satu diantaranya adalah Dinas Komunikasi dan 
Informatika. Dinas Komunikasi dan Informasi tipe C dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati. 
Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016, tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika, adalah dalam melaksanakan tugas dan 
kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala 
Dinas, dibantu oleh: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, 
membawahi: Pertama Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik, 
Kedua Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika, 
Ketiga Seksi Pelayanan Informasi Publik. 
Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Undang-undang 
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 
Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di daerah berdasarkan 
UU KIP yang masih bersifat universal maka perlu dibentuk regulasi 
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daerah yang dapat mempercepat dan mengatur keterbukaan informasi 
publik di daerah. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi 
publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar selain mengacu pada 
Undang-undang No. 14 tahun 2008 juga telah membentuk regulasi 
lokal yaitu Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/ 263  Tahun 
2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan 
Dokumentasi di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati 
Karanganyar No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Karanganyar. UU KIP dan 
regulasi lokal tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karanganyar. 
Pada Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/ 263  
Tahun 2019 diatur mengenai kewajiban badan publik untuk 
membentuk dan menunjuk Badan Publik sebagai Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kemudian pada Peraturan Bupati 
No. 24 Tahun 2017 mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten Karanganyar. Dalam 
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017 ini diatur mengenai Prinsip-
prinsip Pelayanan Informasi Publik, mekanisme permohonan 
informasi, kedudukan tugas dan wewenang PPID, Pengklasifikasian 
Informasi Publik, dan Pengajuan Keberatan Informasi publik. Dengan 
mengimplementasikan regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong 
badan publik Kabupaten Karanganyar dan penyelenggaraan 
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pemerintah Kabupaten Karanganyar pada umumnya berjalan secara 
transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan prinsip good 
govermance. 
2. Jangka Waktu Pelayanan Informasi Publik 
Dalam regulasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik 
UU KIP maupun Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017 yang mengatur 
pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, jangka waktu layanan 
informasi publik menjadi salah satu SOP yang diatur.  
Badan publik di beri tenggang waktu dalam permohonan 
informasi publik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 24 
Tahun 2017 pasal (30) ayat (5) dan ayat (7) sebagai berikut : 
“Ayat (5) : penyelesaian pemenuhan informasi secara tertulis  
dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya 
permintaan. Pemberitahuan antara lain penerimaan atau penolakan 
permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan”. 
“Ayat (7) : pemerintah daerah dapat memperpanjang waktu 
untuk mengirimkan pemberitahuan paling lama 7 hari kerja dengan 
memberikan alasan secara tertulis”. 
Dengan demikian layanan informasi dalam pemenuhan 
permohonan informasi publik ditetapkan selambat-lambatnya 10 hari 
kerja sejak permohonan di terima badan publik. Selanjutnya untuk 
perpanjangan waktu badan publik waktu 7 hari sejak 10 hari pertama. 
Pada PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar jangka waktu 
layanan informasi publik sudah mengacu pada Perbup No. 24 Tahun 
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2017 maupun KIP meskipun masih sering kurang merespon tanggapan 
pemohon informasi. Hal ini dilihat pada saat observasi di bagian 
pengolahan data pemenuhan atau tanggapan dari PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar pernah melebihi 10 hari kerja dan dalam 
tambahan waktu 7 hari tidak memberi pemberitahuan, sehingga ada 
aduan dari lembaga publik karena ada keterlambatan waktu. 
3. Mekanisme Permohonan Informasi 
Mekanisme permohonan informasi pada PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar dapat mengajukan permintaan untuk 
memperoleh informasi dan dokumentasi publik baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis dengan mengisi formulir permohonan informasi 
publik, kemudian diberi tanda bukti penerimaan informasi publik 
berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Sehingga 
dalam  UU KIP mengatur bahwa mekanisme permohonan informasi 
dilakukan dengan pengisian formulir permohonan. Dalam formulir 
permohonan informasi memuat sekurang kurangnya yaitu : nomor 
pendaftaran, nama, alamat, pekerjaan, no hp/ e-mail. 
Dilihat pada saat observasi PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar yang telah membentuk struktur PPID. Kemudian untuk 
mekanisme permohonan informasi pada PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar dilakukan dengan mekanisme surat dari pemohon untuk 
kemudian diberi tanda terima kepada pemohon. Dari mekanisme 
tersebut dapat dilihat PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
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belum secara teknis menggunakan formulir permohonan informasi 
publik. Namun demikian PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
secara substansi mulai merintis dalam melayani pemohon informasi 
publik dari masyarakat.  
4. Pengklasifikasian Informasi Publik 
Pengklasifikasian informasi publik diatur berdasarkan UU No. 14 
tahun 2008 dan pasal (24) Perbub No. 24 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam Perbub No. 24 Tahun 
2017 pasal (24) mengklasifikasikan informasi kedalam  beberapa 
kelompok. Informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi 
yang dibuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan.  
Informasi yang dibuka untuk publik dikelompokkan berdasarkan 
subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan 
setiap satuan kerja, meliputi : 
1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi : 
a.) Profil seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, 
kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya. 
b.) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja perangkat daerah 
(PD), dan laporan akuntabilitas kinerja. 
c.) Informasi mengenai laporan keuangan. 
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d.) Informasi lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan 
e.) Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon. 
2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta, yaitu informasi yang 
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan berkaitan umum, 
meliputi : 
a.) Informasi mengenai bencana alam seperti kekeringan, 
kebakaran hutan karena faktor alam, seperti kekeringan, 
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, 
epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, atau 
benda-benda angkasa. 
b.) Informasi mengenai tentang keadaan bencana non alam seperti 
kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan 
nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan. 
c.) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar 
kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror. 
3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi : 
a.) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah 
penguasaan Pemerintah Daerah, tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan. 
b.) Hasil keputusan Pemerintah Daerah atau badan publik dan latar 
belakang pertimbangannya. 
c.) Seluruh kebijakan yang ada, serta dokumen pendukungnya dll. 
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4. Informasi yang dikecualikan, dalam pengelompokan informasi yang 
dikecualikan perlu di perhatikan sebagai berikut: 
a.) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan 
hukum dapat: 
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
tindak pidana. 
2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi, dan 
korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 
3. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana 
penegak hukum. 
b.) Informasi publik yang apabila dibuka dan berikan kepada 
pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan perlindungan 
dari persaingan usaha tidak sehat. 
c.) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
pemohon informasi dapat mengungkapkan kekayaan alam 
Indonesia. 
5. Pengajuan Keberatan Informasi Publik  
Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada atasan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
dengan berdasarkan alasan sebagai berikut : 
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Atas penolakan dan permintaan informasi berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) tidak 
disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian permintaan informasi tidak di 
tanggapi tidak sebagaimana yang diminta atas dipenuhinya permintaan 
informasi. Dalam pengenaan biaya yang tidak wajar atau penyampaian 
informasi melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik. 
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tidak akan 
berjalan efektif tanpa adanya transparansi informasi publik yang baik. 
Maka dari itu, PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar melakukan 
berbagai cara untuk dapat sosialisasi tentang PPID Keterbukaan 
Informsi Publik agar tercapainya tujuan organisasi. Salah satunya terus 
gencar mengadakan monitoring dan sosialisasi yang dapat 
meningkatkan pelayanan publik serta kemajuannya yaitu dengan 
melakukan sosialisasi kebijakan- kebijakan dalam kegiatan- kegiatan 
tertentu yang dapat membesarkan nama Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. 
6. Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi 
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) merupakan salah 
satu bagian penting dalam implementasi suatu kebijakan. Hal ini 
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dimulai penting karena SOP adalah pedoman untuk melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam pelayanan 
informasi publik, SOP memberikan jaminan akan adanya prosedur 
permohonan dan pemberian informasi yang jelas. Hal ini tentu saja 
dapat memperkecil adanya diskresi aparat pemerintahan, dan secara 
bertahap kualitas pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi 
akan lebih profesional, cepat, dan mudah. SOP yang tertuang dalam 
perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya sesuai dengan baik, 
adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi 
Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji 
Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan 
Informasi Publik dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar belum menetapkan SOP dalam klasifikasi 
informasi publik, dan masih menggunakan tata cara lama dalam 
permohonan dengan datang langsung ke Diskominfo ataupun datang 
langsung kepada sekretariat PPID atau PPID Perangkat Daerah (PD). 
Peneliti menganalisis bahwa PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar masih kurang cekatan dalam pembuatan SOP, 
mengingat undang-undang ini telah efektif diberlakukan semenjak 
tahun 2010. SOP dapat di diskusikan antar komponen atau bagian 
terkait di dalam pemerintahan, bahkan hal itu dapat dibuat sebelum 
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undang-undang ini efektif. Dengan cara tersebut, PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar dapat menentukan kriteria-kriteria pemohon 
informasi yang dapat diberikan informasi serta kriteria informasi 
yang dapat dan tidak dapat diberikan. Hal ini dikarenakan pejabat 
sekarang harus siap mengambil keputusan untuk bertindak dalam 
kondisi berani menanggung resiko. 
C. Analisis Data 
Berikut penulis akan membahas dan menganalisis dari hasil 
penelitian dari pengumpulan data yang diperoleh baik dari hasil 
wawancara maupun hasil observasi yang dilakukan penulis di Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. 
Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka 
pengumpulan data dilakukan terhadap orang yang secara langsung 
berkompeten di bagian tersebut yaitu dengan responden penelitian 
diantaranya yaitu : 
1. Kepala Bidang Tata Kelola Informatika Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar. Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim 
PPID disini perannya sebagai Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi 
Informasi. 
2. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika 
Pembina / IVa Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sebagai penguat 
sumber informasi jabatan dalam tim PPID disini perannya sebagai 
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 
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3. Kasubbag. Kajian dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretaris 
Daerah.Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim PPID 
disini perannya sebagai Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. 
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar. Sebagai penguat sumber informasi jabatan dalam tim 
PPID disini perannya sebagai Sekretariat PLID. 
Tujuan dilakukan penelitian tersebut supaya mendapat 
gambaran, jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
Hasil  penelitian yang dapat dianalisis melalui temuan data 
sebagai bentuk teori implementasi dari George C. Edwards (dalam 
Subarsono, 2009:90) yang terdiri dari Komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi Keterbukaan Informasi 
Publik PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar. 
a. Komunikasi 
  Terdapat beberapa komunikasi yang dilakukan dalam 
implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh 
seksi pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Mengenai 
perencanaan yang dilakukan dalam keterbukaan informasi adalah 
komunikasi yang dilakukan dengan pembuat kebijakan, kemudian 
bentuk komunikasi yang dijalankan antara pembuat kebijakan 
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dengan petugas sebagai implementor adalah dengan cara sosialisasi 
pada saat adanya kebijakan-kebijakan baru yang harus dijalankan 
oleh implementor. Berikut penuturan Kristiana Kepala Bidang 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 
Kita di tingkat Kabupaten direncanakan untuk di setiap   
awal tahun kepada setiap perangkat daerah kita mintai 
laporan pelaksanaan pelayanan publik layanan informasi 
di setiap perangkat daerah termasuk register layanan 
informasi kita minta karena kita harus melaporkan ke 
tingkat provinsi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu 
kita harus meminta ke perangkat daerah kembali 
memutuskan dan menerbitkan daftar informasi publik 
(DIP). Membuat tentang DIP di setiap kepala perangkat 
daerah. jadi untuk setiap awal tahun mereka membuat 
keputusan tentang DIP yang di tanda tangani oleh kepala 
dinas masing-masing. (Hasil wawancara dengan Kepala 
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Senin 25 
Maret 2019). 
  PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam melayani 
pemohon pasti mengalami kendala dalam pelayanannya dan tidak 
akan berjalan lancar jika tanpa adanya keberhasilan implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan yang menjadi tujuan dan 
sasaran. Berikut penuturan Bambang Sugito Kepala Bidang 
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: 
Untuk secara teknis memang ada satu dua kali kendala 
antara lain juga masih adanya dari sisi aturan 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan ketentuan Komisi 
Informasi. Kemudian kendala yang kedua adalah para 
admin dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dalam hal ini perangkat daerah belum semuanya 
paham betul tentang KIP sehingga kita mengadakan 
sosialisasi bimtek tentang PPID KIP semacam itu. (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi, Kamis 16 Mei 2019). 
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Komunikasi juga dilakukan antara petugas PPID 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar dengan masyarakat, dalam 
melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik maupun 
berbagi informasi ke masyarakat menggunakan berbagai media 
mulai dari media fisik misalnya media cetaksurat dan media non 
fisik dalam artian media elektronik terdapat media online,media 
sosial seperti Facebook, Twitter, Website, youtube, Instagram, dan 
WhatsApp. Dimana semua itu bertujuan agar segala informasi 
mengenai pemerintah dapat tersampaikan dengan baik di 
masyarakat. Berikut Penuturan Bambang Sugito Kepala Bidang 
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 
Karena PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
meskipun sudah dibentuk secara pengelola sejak beberapa 
tahun yang lalu sejak tahun 2011, memang banyak yang 
melimpahkan beberapa permohonan informasi publik. 
Sehingga dari pengelola sendiri PPID Diskominfo 
terkadang masih ada keterlambatan dalam merespon 
pemohon informasi publik, kemudian waktu itu juga belum 
menjadi satu di Diskominfo. Waktu itu untuk kegiatan yang 
sifatnya informasi online di tangani PDE (Pusat Data 
Elektronik) sehingga dinas lain yang menangani belum 
bisa disamakan persepsi dengan Diskominfo. Selain 
menggunakan media petugas juga melakukan komunikasi 
secara langsung. Petugas mensosialisasikan terkait 
kebijakan-kebijakan baru yang ada di Kabupaten 
Karanganyar tujuannya adalah agar masyarakat 
mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informsi. 
Hal ini tentu menjadi solusi yang tepat untuk memberikan 
kepuasan terhadap masyarakat.   (Hasil wawancara dengan 
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, 
Kamis 16 Mei 2019). 
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Dalam bertugas PPID Diskominfo juga mempunyai 
keunggulan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat 
sehingga PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar sempat 
mendapat penghargaan. Berikut  penuturan Ardiansyah Sekretariat 
PLID : 
Hampir sama, cuma bedanya ketepatan waktu, jenis 
informasi yang diberikan atau disampaikan. Kemudian 
bagaimana cara menyampaikan informasinya, sarana 
prasarananya, bagaimana infrastrukturnya, kemudian 
kemarin pada tahun 2018 PPID Kabupaten Karanganyar 
mendapat peringkat 7 oleh komisi informasi dalam kategori 
menuju informatif se Provinsi Jateng dan itu masih kita 
dorong terus kedepannya agar Karanganyar bisa 
menyampaikan informasi yang berkelanjutan sesuai yang 
dikehendaki masyarakat.(Hasil wawancara dengan 
Sekretariat PLID, Senin 25 Maret 2019). 
 
 
Gambar 2. Screenshot Penghargaan KIP Award PPID 
Utama dan RSUD PPID Pembantu 
Sumber : diskominfo.karanganyarkab.go.id 
 
 PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar memiliki tim di 
dalam pelaksanaan pendampingan dan monitoring dengan para 
PPID pembantu. Dalam komunikasi kegiatan ini yang dilakukan 
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PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar tidak hanya terbatas di 
lingkup Diskominfo tetapi juga melalui kegiatan monitoring 
dengan mengajak para PPID pembantu untuk kegiatan rapat on the 
roadyang bersifat lebih santai dan untuk pengakraban seperti yang 
kerap kali dilakukan oleh PPID Diskominfo Karanganyar. Hal ini 
merupakan upaya dalam meningkatkan kemajuan dan pelayanan 
bagi masyarakat. 
 
Gambar 3. Pendampingan dan Monitoring PPID Pembantu 
Sumber : Dokumen Pribadi 
 
b. Sumber Daya 
  Setelah komunikasi terjalin dengan efektif, langkah yang 
kedua yaitu dengan sumber daya. Sumber daya sangat penting bagi 
suatu instansi untuk melaksanakan dalam menjalankan organisasi. 
Menjalankan sumber daya pada dasarnya untuk mencapai 
meningkatkan sumber daya yang efektif dan mendorong tindakan 
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publik pada suatu instansi. Namun dalam menjalankan sumber 
daya harus dimodifikasi secara jelas dan konsisten. Di situlah dapat 
diketahui bahwa sumber daya sangatlah penting bagi manusia. 
Dalam menangani website dan pelayanan PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar bukan hanya sebatas memerlukan 
komunikasi yang baik tapi juga harus dapat mengelola sumber 
daya dengan baik agar supaya kedepannya lebih baik pula. Berikut 
penuturan Kristiana Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi : 
Untuk sementara ini kita memang bekerjasama dengan 
bidang (TKI) yang lebih paham mengenai IT. Karena 
dalam tim kita memang belum ada personil khusus yang 
menangani website. Dan mungkin saat ini kita rencana 
mau melibatkan salah satu orang dari tim kita PPID untuk 
bisa membantu dan mencoba dilatih untuk kedepannya bisa 
paham hal ini. Kita juga tetap melibatkan Mas Dody dari 
bidang (TKI) karena yang lebih paham dalam pengelolaan 
websitenya. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Senin 25 Maret 
2019). 
 
 Gambar 4. Rakor Updating Informasi PPID di R. SIC Diskominfo 
Sumber : Dokumen PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
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PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar gencar 
mengadakan monitoring dan sosialisasi yang dapat meningkatkan 
pelayanan publik serta kemajuannya. Salah satunya adalah melalui 
media sosial yang digunakan dalam berkomunikasi. Berikut 
penuturan Kristiana Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi : 
Kita sudah buat whatsApp (WA) group untuk PPID 
sekabupaten yang isinya itu sekretaris/ PPID pembantu 
dan admin. Itu semua ada di group, jadi nanti semisal ada 
informasi data yang penting bisa segera di sampaikan 
lewat WA group ini karena kalaupun nanti ada kesulitan 
bisa di laporkan melalui via WA group dan itu sangat 
efektif.(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi, Senin 25 Maret 2019). 
 
 
Gambar 5. WhatsApp group PPID Kab. Karanganyar 
Sumber : Dokumen Pribadi 
  Dalam pelayanan, PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakannya lebih banyak dilakukan secara online melalui 
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media sosial atau offline datang langsung ke kantor Diskominfo. 
Berikut penuturan Bambang Sugito Kepala Bidang Pengolahan 
Data dan Klasifikasi Informasi : 
Jadi bisa dua-duanya secara online kita sudah buka di web 
Karanganyar atau PPID kemudian waktu itu kita 
melakukan peningkatan kapasitas PPID melalui website 
PPID. Kemudian juga offline artinya apabila ada pemohon 
informasi publik datang ke Diskominfo kita layani dengan 
ketentuan yag berlaku dengan mengisi formulir 
permohonan yang sudah disediakan.(Hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi 
Informasi, Kamis 16 Mei 2019). 
 
 
Gambar 6. Formulir Permohonan Informasi Publik 
Sumber : Dokumen PPID Diskominfo Kab. Karanganyar 
 
c. Disposisi 
Setelah sumber daya dikomunikasikan secara jelas, langkah 
yang ketiga yaitu dengan disposisi. Pada setiap organisasi apabila 
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implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan 
dijalankan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar sendiri 
memang memiliki watak dan karakteristik yang dimiliki. Hal ini 
bertujuan untuk membantu dengan lancar tugas-tugas yang ada. 
Berikut penuturan Ardiansyah Sekretariat PLID : 
Untuk PPID Cuma kita Diskominfo sudah bagus, sudah 
baik, sudah sesuai dengan ketentuan tinggal kita 
memberikan menambah inovasi –inovasi yang mungkin 
lebih update untuk inovasi-inovasi yang terpenting. Ya 
karena kan teknologi semakin berkembang jadi kita 
sebagai implementor dalam memberikan inovasi yang 
terkait dengan penyampaian informasi itu akan kita dorong 
terus kedepannya. (Hasil wawancara dengan Sekretariat 
PLID, Senin 25 Maret 2019). 
 
Terdapat beberapa sikap yang dilakukan oleh petugas 
dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Yang pertama 
adalah sikap tanggung jawab dengan berupaya mentaati peraturan 
terkait keterbukaan informasi publik, karena dengan mentaati 
peraturan tersebut maka kinerja petugas PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar diharapkan akan lebih maksimal. Berikut 
penuturan Ardiansyah Sekretariat PLID : 
Informasi yang kita berikan sesuai dengan kriteria atau 
ketentuan perundang-undangan jadi kita sebagai 
implementor kita mencoba untuk bersikap tanggung jawab 
dengan semua informasi yang diberikan atau yang 
dikecualikan itu harus sesuai dulu. Yang kedua kita 
menyediakan sarana prasarana yang memadai pada 
pemohon informasi sehingga mereka dengan mudah untuk 
mengakses. Ketiga kedepannya untuk PPID sendiri bisa 
menjangkau turun ke Desa sehingga dalam saat ini dengan 
pengelolaan yang anggaran yang besar dengan adanya 
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keterbukaan informasi publik itu bisa memberikan 
informasi dengan transparansi publik terhadap informasi 
yang diberikan. (Hasil wawancara dengan Sekretariat 
PLID, Senin 25 Maret 2019).  
 
Sikap tanggung jawab juga tidak dilakukan hanya dalam 
pelaksanaan penyebarluasan informasi publik, karena adanya 
evaluasi kinerja juga menjadi salah satu ciri dari adanya sikap 
tanggung jawab dari petugas. Dengan adanya evaluasi maka 
kinerja petugas akan meningkat, karena petugas mengetahui apa 
saja kinerja yang harus diperbaiki dan apa saja kinerrja yang harus 
ditingkatkan. Berikut penuturan Ardiansyah Sekretariat PLID : 
Adanya sikap tanggung jawab dengan berupaya untuk 
lebih terbuka dengan masyarakat, melakukan evaluasi 
kinerja menjadi beberapa bukti bahwa petugas berupaya 
untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait 
dengan keterbukaan informasi publik karena dengan 
demikian adanya upaya terbuka dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan 
dari dibentuknya UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. (Hasil wawancara dengan 
Sekretariat PLID, Senin 25 Maret 2019). 
 
 
Gambar 7. Sosialisasi Evaluasi PPID 
Sumber : Dokumen PPID Diskominfo Kab. Karanganyar 
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d. Struktur Birokrasi 
Petugas menjalankan SOP (Standard Operating produce) 
yang sudah dirancang oleh kepala Bidang Informasi PPID 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Petugas menjadikan SOP 
sebagai pedomanpendukung dalam menjalankan kebijakan 
keterbukaan informasi publik setelah Undang-undang No. 14 tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Dalam pelayanan 
informasi publik, SOP memberikan jaminan akan adanya prosedur 
permohonan dan pemberian informasi yang jelas. Berikut 
penuturan Bambang Sugito Kepala Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi : 
Dari dinas, kami memberikan ada semacam SOP nya juga 
sudah masuk dalam prosedurnya, ketika ada yang telat 
merespon sehingga ada aduan dari lembaga publik dalam 
Kabupaten Karanganyar diadukan karena tidak 
memberikan informasi karena hanya terlambat saja. 
Kemudian juga waktu awal-awal PPID itu harus dibentuk 
dan harus ada keberadaannya di setiap badan publik itu 
ada ketentuannya di peraturan komisi informasi. (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi, Kamis 16 Mei 2019). 
 
 
Gambar 8. SOP Permohonan Informasi Publik Kab. Karanganyar 
Sumber : ppid.karanganyarkab.go.id 
82 
 
 
 
Tidak hanya SOP, faktor struktur birokrasi ini di tunjang 
dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam 
mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. 
Petugas melakukan koordinasi dengan petugas kecamatan dan 
kelurahan. Koordinasi ini dilakukan dengan sosialisasi terkait 
informasi seperti informasi publik seperti Pemohon informasi 
dapat mengajukan permohonannya baik secara langsung (datang 
kepada Sekretariat PPID atau PPID PD) maupun secara tidak 
langsung (surat, email, media online atau telepon) dengan 
memberikan identitas diri meliputi nama, alamat, pekerjaan, nomor 
telepon / handphone, email (untuk jawaban dikirim via email), 
rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi 
dan cara penyampaian informasi yang diinginkan serta wajib 
melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut 
penuturan Agung Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa dan 
Informasi:  
Demikian pula misalnya ada aduan masyarakat terkait 
dengan adanya pembuatan KTP di kecamatan. Ini berbelit-
belit kita bisa saja langsung ke disdukcapil sebagai induk 
pembuatan KTP. Apabila dalam kurun waktu sekian hari 
harus sudah ada jawaban dari perangkat daerah yang 
bersangkutankarena itu sudah termonitor oleh Bupati 
langsung.(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fasiltasi 
Sengketa Informasi, Jumat 3 Mei 2019). 
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Gambar 9. Screenshot SOP Pelayanan Permohonan Informasi Kab. 
Karanganyar 
Sumber : ppid.karanganyarkab.go.id 
 
 Dengan adanya SOP yang disudah dijalankan juga masih 
adanya berbagai aduan yang dikeluhkan masyarakat. Bagaimana 
menanggapi aduan-aduan semacam ini. Berikut penuturan Agung 
Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 
Ini sebenarnya bukan bagian dari PPID namun ada 
aplikasi tersendiri namanya SAPAMas di aduan atau 
keluhan masyarakat kalau dimaksud misalnya aduan jalan 
rusak di daerah colomadu misalnya atau di daerah jatipuro 
atau di daerah manapun. Media atau aplikasi yang 
namanya SAPAMas yang kemudian keluhan-keluhan 
masyarakat di tampung disitu. (Hasil wawancara dengan 
Kepala Bidang Fasiltasi Sengketa Informasi, Jumat 3 Mei 
2019). 
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Gambar 10. Screenshot Aplikasi Aduan SAPAMas Kab. 
Karanganyar 
Sumber : sapamas.karanganyarkab.go.id 
 
2. Implikasi  Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 
Seluruh kebijakan yang ada di PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar merupakan bagian upaya atau tindakan pemerintah berupa 
pengaturan yang dibuat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan di dalam sektor organisasi yang memiliki peran untuk 
mengatur hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap 
sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan sektor 
organisasi di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Tujuan 
pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban 
dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan 
ketentraman dan kedamaian masyarakat dan untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat.  
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Kebijakan yang dimaksud meliputi peraturan- peraturan teknis 
mengenai teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Karanganyar dilaksanakan secara kolegial, dimana mereka telah menunjuk 
satu orang pejabat pada masing-masing organisasi Perangkat Daerah (PD) 
untuk duduk sebagai PPID Pembantu yang memunyai tugas memberikan 
pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan 
kompetensi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut. Dalam 
upaya memberikan pelayanan informasi-informasi dari pemerintah kepada 
masyarakat khususnya sebagai implementasi keterbukaan informasi publik 
serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten 
Karanganyar sudah cukup baik, artinya dalam bertugas memberikan 
pelayanan informasi publik petugas sudah cukup transparan terhadap 
masyarakat dan tambah eksis bahkan juga biar masyarakat paham bahwa 
informasi bisa diminta dan diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 
 
Gambar 11. Kunjungan PPID Grobogan ke Karanganyar 
Sumber : Dokumen PPID Diskominfo Kab. Karanganyar 
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PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam 
memberikan pelayanan informasi setelah selesai kegiatan dengan 
laporan-laporan tersebut yang selanjutnya akan diproses sejak hari 
itu juga kepada masyarakat melalui balasan atau tanggapan lewat 
email dan website PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
termasuk pernah melebihi 10 hari kerja dan tambahan waktu 7 hari 
yang telah di tentukan. Berikut penuturan Bambang Sugito Kepala 
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 
Intinya pernah, jadi waktu itu di tahun 2013, 2014 jadi 
awal diterapkannya UU KIP tersebut. Kemudian juga 
awal-awal PPID itu harus dibentuk dan harus ada 
keberadaannya di setiap badan publikharus membentuk 
PPID, sehingga waktu itu tahun 2014, 2015 ada aduan 
pemohon informasi mengadukan sampai ke persidangan di 
komisi informasi.(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Kamis 16 Mei 
2019). 
 
  PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam 
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan 
carapendampingan dan monitoring. Dengan cara pada bagian PPID 
Pembantu yang ditugaskan untuk melaporkan setiap hasil laporan 
semua kegiatan yang ada pada perangkat daerah Kabupaten 
Karanganyar yang telah dijadwalkan bersama dengan PPID 
Pembantu. Berikut penuturan Kristiana Bidang Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi : 
Kita dalam rapat PPID biasanya mengadakan rapat setiap 
2 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu kita 
selalu memberikan jadwal untuk di adakannya rapat dan 
monitoring dengan PPID Pembantu.(Hasil wawancara 
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dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi, Senin 25 Maret 2019). 
 
 
Gambar 12. Jadwal Pendampingan dan monitoring bersama 
PPID Pembantu  
Sumber : Dokumen PPID Diskominfo Kab. Karanganyar 
 
Secara keseluruhan yang dijalankan oleh implementor dan 
juga adanya koordinasi yang berjalan untuk menunjang 
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, maka hal 
tersebut sudah cukup berjalan dengan baik pada implementasi KIP 
ini, untuk itu hendaknya implementor melakukan koordinasi 
dengan beberapa pihak yang terkait untuk hal tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga analisis yang dilakukan 
Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan SOP yang berlaku maka 
dapat ditarik kesimpulan dengan kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut ; 
 Pertama faktor komunikasi, bahwa komunikasi antara pembuat 
kebijakan dengan implementor sudah sesuai dengan baik, selain itu 
komunikasi antara implementor dan masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar juga sudah cukup baik. Kedua, faktor sumber daya dalam 
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum terpenuhi 
dengan baik, dari mulai belum adanya personil khusus dalam menangani 
website hingga pelayanan yang menunjang dalam kinerja. Ketiga,yaitu 
disposisi yang dilakukan oleh bidang pelayanan informasi publik sudah 
cukup baik karena petugas PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
sudah memiliki sikap tanggungjawab yang dapat memperlancar jalannya 
implementasi keterbukaan informasi yang baik. Kemudian faktor yang 
keempat adalah faktor struktur birokrasi dengan adanya SOP yang 
diberikan oleh petugas dalam mengimplementasikan keterbukaan 
informasi publik sudah sesuai dengan baik dan sudah memenuhi standar 
SOP tersebut. 
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 Namun demikian, sejumlah hal masih belum terpenuhi, seperti 
ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam klasifikasi informasi, 
serta belum adanya personil khusus dalam menangani website. Dari segi 
kekinian berita, website yang dimiliki PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar belum dapat dikatakan baik, namun dalam segi fasilitas 
website yang dimiliki sudah mencakup semua informasi yang diamanatkan 
Undang-undang No. 14 tahun 2008.  Beberapa hambatan yang dihadapi 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam implementasi 
keterbukaan informasi publik antara lain PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar belum dapat mengklasifikasikan informasi yang 
dikecualikan, hal ini berimplikasi kepada sulitnya PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar melakukan uji konsekuensi informasi. Selain itu, 
pengelolaan website yang masih terkendala masalah sumber daya manusia 
baik secara kualitas maupun kuantitas.  
 PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar perlu segera membuat 
standar operasional dan prosedur atau mekanisme untuk permohonan 
informasi agar pelayanan permohonan informasi dapat memiliki acuan 
yang jelas. Misalnya cara pengajuan permohonan informasi, dokumen 
yang harus dilengkapi, serta jangka waktu pemberian informasi. Selain itu 
PPID Diskominfo juga harus melakukan pembagian kerja di PPID dan 
PPID Pembantu, termasuk penambahan sumber daya manusia untuk 
meningkatkan produktifitas kerja. PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar perlu meningkatkan komunikasi dengan pihak luar seperti 
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masyarakat, LSM, dan Pemerintah Daerah, dengan cara penyempurnaan 
fasilitas website serta memperbanyak pertemuan untuk bertukar pendapat 
perihal keterbukaan informasi publik. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari miskomunikasi dan dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan 
masukan dalam membuat setiap kebijakan. 
B. Saran 
1. Teoritis 
 Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan melengkapi 
koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi 
penerapan Undang-undang keterbukaan informasi publik di Indonesia. 
2. Akademis 
 Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk 
mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai keterbukaan 
informasi publik. 
3. Praktis 
PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar agar lebih 
meningkatkan kualitas sumber daya dan masyarakat juga dapat 
memahami tentang adanya PPID. Sehingga dapat memaksimalkan 
kinerja dalam memberikan informasi publik akan tercapai sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
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Interview Guide 
Nama Informan : Drs. Bambang Sugito 
Jabatan  : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 
1. Bagaimana pengolahan data dan klasifikasi informasi PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar saat ini? 
2. Tim PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam melayani pemohon 
informasi apakah ada kendala dalam pelayanannya? 
3. Dalam pelayanan, PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar lebih banyak 
dilakukan secara online atau offline? 
4. Sebagai bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi apa tugas 
terberat yang pernah anda hadapi dalam pelayanan informasi? 
5. PPID yang ideal pastinya sangat memerlukan dukungan dan hubungan 
yang baik antara pemberi informasi dan pemohon informasi. Maka dari itu 
bagaimana cara anda supaya dalam pelayanan dapat tersampaikan dengan 
baik? 
6. Adakah jenis informasi publik yang masih dalam kategori rahasia? Kenapa 
hal itu masih saja ada dan bagaimanakah pengadministrasiannya? 
7. Untuk jangka waktu layanan informasi publik PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar sendiri sudah mengacu pada perbub atau belum? 
8. Apakah dalam melayani pemenuhan atau tanggapan pemohon informasi 
pernah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan? 
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Interview Guide 
 
Nama Informan : Kristiana Dwi Kartiningsih S.S., M.M 
Jabatan  : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
1. Informasi itu kandibagi menjadi 4 kategori informasi ada berkala, 
dikecualikan, setiap saat dan serta merta. Tolong jelaskan maksuddari ke empat 
informasi tersebut. 
2. Dalam rapat PPID biasanya diadakan berapa minggu atau berapa bulan sekali? 
3. Langkah  apa yang anda lakukan saat menangani permintaan informasi yang 
kurang jelas? 
4. Perencanaan apa saja yang dilakukan PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar dalam keterbukaan informasi publik? 
5. Dalam menangani website dan pelayanan PPID ini kan masih belum ada 
personil khusus dalam mengelola website, kira-kira untuk langkah ke depannya 
akan tetap seperti ini atau mencari tenaga yang ahli dalam mengelola website?  
6. Media apa yang digunakan dalam berkomunikasi selain website dan 
mendatangi langsung ke kantor Diskominfo Kabupaten Karanganyar? 
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Interview Guide 
 
Nama Informan : Drs. Agung Tjahyo Nugroho, M.M 
Jabatan  : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 
1. Berapa jumlah permohonan informasi publik yang ada di PPID Diskominfo 
Kab. Karanganyar? 
2. Biasanya dari PPIDDiskominfo Kabupaten Karanganyar sendiri bisa menerima 
berapa jumlah penyelesaian keberatan yang diterima? 
3. Bagaimana tanggapan atas penyelesaian keberatan yang diberikan dan seperti 
apa pelaksanaannya? 
4. Apa wewenang komisi informasi dalam penyelesaian sengketa? 
5. Bagaimana hasil atau keputusan komisi informasi dalam pelaksanaannya oleh 
badan publik? 
6. Untuk sekarang bagaimana anda menyikapi pemohon dalam menangani 
permasalahan sengketa? 
7. Kemudian solusi apa yang biasanya diberikan dengan aanya informasi yang 
mungkin tiak bisa diberikan? 
8. Dengan adanya berbagai aduan, bagaimana anda menanggapi aduan yang 
sering dikeluhkan masyarakat? 
9. Dengan melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi 
publik ini apakah dari pihak PPIDDiskominfo Kabupaten Karanganyar sudah 
transparan dan terbuka terhadap masyarakat? 
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Interview Guide 
 
Nama Informan : Ardiansyah S.S.T.P., M.M. 
Jabatan  : Sekretariat PLID 
1. Dalam bertugas di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar khususnya 
bidang sekretariat  PLID, faktor apa yang membuat anda kesulitan dalam 
menyampaikan informasi? 
2. Apa keunggulan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar daripada PPID di 
daerah lain? 
3. Apa manfaat dengan adanya PPID ini? 
4. Kira-kira langkah apa yang bisa membantu dalam ketercapaian informasi yang 
diberikan? 
5. Adakah saran untuk PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam 
memberikan pelayanan informasi melalui KIP? 
6. Apa kelebihan dan kekurangan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
ketika berbicara menjelaskan informasi publik yang diminta? 
7. Bagaimana penerapan PPID Diskominfo Kab. Karanganyar dalam keterbukaan 
informasi publik? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Nama Informan : Drs. Bambang Sugito 
Jabatan  : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 
Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019 
1. Bagaimana pengolahan data dan klasifikasi informasi PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar saat ini? 
PPID mengacu pada tuntunan atau pedoman dari komisi informsi, 
kemudian pada bidang klasifikasi informasi sendiri juga sudah mengacu 
pada undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP). Kemudian 
misalnya apabila informasi-informasi itu masuk ketentuan dalam pasal 17 
undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) tentang informasi 
yang dikecualikan tidak bisa kita buka, kemudian untuk pengklasifikasian 
jadi juga menyangkut informasi yang bisa dibuka dalam arti informasi itu 
setiap saat di buka. Kemudian setiap saat secara periodik itu di 
informasikan itu klasifikasinya. Kemudian ada beberapa informasi-
informasi yang perlu disampaikan yaitu pengecualian informasi yang 
sesuai undang-undang KIP isinya dalam pengklasifikasian informasi itu 
kita mencantumkan artinya beberapa informasi itu dengan keterangan 
dibuka atau dikecualikan. Kemudian antara lain pengklasifikasian adalah 
informasi-informasi yang masih dalam proses satu fiksasi jadi belum difix 
kan. 
2. Tim PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam melayani pemohon 
informasi apakah ada kendala dalam pelayanannya? 
Secara teknis memang ada satu dua kali kendala antara lain juga, 
pertama masih adanya dari sisi aturan KIP dan ketentuan komisi 
informasi, informasi itu dibuka contohnya anggaran pemerintah 
Kabupaten namun dari Bappeda dan dari BKD sendiri anggaran sudah 
ditetapkan oleh DPR ini masih dinyatakan tidak boleh dibuka yang artinya 
masih dikradibel dari sisi aturan. Ketentuan itu bisa dibuka dari yang 
menangani mempunyai tanggungjawab tentang satu topik tertentu. 
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Informasi tertentu itu tidak bisa dibuka. Kemudian kami secara bertahap 
melakukan sosialisasi tentang KIP dan ketentuan-ketentuan dari komisi 
informasi. Kemudian kendala yang kedua adalah para admin dari masing-
masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini sekarang 
istilahnya perangkat daerah ini belum semuanya paham betul tentang KIP 
sehingga kami mengadakan sosialisasi bimtek tentang PPID KIP 
semacam itu. 
3. Dalam pelayanan, PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar lebih banyak 
dilakukan secara online atau offline? 
Dua-duanya, jadi secara online kami sudah buka di web Karanganyar 
atau PPID, kemudian waktu itu kami melakukan peningkatan kapasitas 
PPID melalui website PPID. Kemudian juga offline artinya apabila ada 
pemohon informasi publik datang ke Diskominfo kita layani dengan 
ketentuan yang berlaku. 
4. Sebagai bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi apa tugas 
terberat yang pernah anda hadapi dalam pelayanan informasi? 
Karena PPID di Diskominfo Kabupaten Karanganyar meskipun sudah 
dibentuk secara pengelola sejak beberapa tahun yang lalu sejak tahun 
2010 itu. Banyak yang melimpahkan beberapa permohonan informasi 
publik kemudian juga permsalahan-permasalahan tentang permintaan 
informasi dan beberapa SKPD yang semuanya dilimpahkan ke 
Diskominfo. Sehingga dari pengelola sendiri PPID Diskominfo kadang 
masih ada keterlambatan dalam merespon pemohon informasi publik, 
kemudian waktu itu juga belum menjadi satu di Diskominfo. Waktu itu 
untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya informasi online itu di tangani PDE 
(Pusat Data Elektronik) sehingga dinas lain yang menangani belum bisa 
disamakan persepsi dengan Diskominfo.Selain menggunakan media 
petugas juga melakukan komunikasi secara langsung. Petugas 
mensosialisasikan terkait kebijakan-kebijakan baru yang ada di 
Kabupaten Karanganyar tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan 
kemudahan dalam mendapatkan informsi. Hal ini tentu menjadi solusi 
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yang tepat untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat.   Kemudian 
keterlambatan-keterlambatan informasi itu ada dampak, dampaknya ada 
pemohon informasi publik yang sangat kritis dan ini memang semacam 
mengetes atau mengecek seberap jauh implementasi keterbukaan 
informasi publik di pemerintahan. Dan sekarang semua badan publik yang 
ada di Karanganyar ini sudah paham, kenapa kami mengatakan demikian 
karena memang sudah beberapa tahap kita adakan sosialisasi dan bimtek 
dan kami juga mendatangkan narasumber dari komisi informasi. 
5. PPID yang ideal pastinya sangat memerlukan dukungan dan hubungan 
yang baik antara pemberi informasi dan pemohon informasi. Maka dari itu 
bagaimana cara anda supaya dalam pelayanan dapat tersampaikan dengan 
baik? 
Seperti permintaan yang lain bukan sebatas informasi pemerintah 
Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu badan publik ini kan 
sekarang paradigmanya memang semua menjadi satu pelayanan 
masyarakat termasuk pemohon informasi. Termasuk masyarakat yang 
harus kita layani dengan sebaik mungkin, sehingga di semua SKPD di 
semua dinas instansi atau perangkat daerah ini bisa mengoptimalkan dari 
segi pelayanan apabila ada permohonan informasi publik dengan 
merespon secepatnya kemudian selengkapnya dan apabila belum siap 
untuk memberikan satu informasi atau dokumentasi yang diminta ini kita 
bisa memberikan satu respon positif misalnya kita memberi tenggang 
waktu atau mungkin dengan ucapan “baik pak, buk informasi yang 
diminta barangkali belum kami siapkan bisa nanti satu atau dua hari bisa 
datang lagi ke sini. Intinya kita merespon positif jangan kita tolak yang 
artinya jika ada permintaan “wah saya tidak tau ini informasi yang tidak 
bisa dibuka” menset semacam itu harus kita hilangkan yang artinya dari 
top manager sampai staf harus ada koordinasi mengenai implementasi 
keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini kaitannya dengan 
keberadaan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar. 
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6. Adakah jenis informasi publik yang masih dalam kategori rahasia? Kenapa 
hal itu masih saja ada dan bagaimanakah pengadministrasiannya? 
Ada, itu termasuk informasi yang dikecualikan yang sesuai dengan 
undang-undang nya pasal 17 bahwa informasi yang dikecualikan ini 
dengan indikasi bahwa informasi yang diminta masih dalam proses 
hukum, itu belum bisa kita sampaikan. Kemudian itu tadi yang sifatnya 
pribadi sampai sekarang dirahasiakan tidak bisa kita buka, karena 
apabila semua yang diminta kita buka akan nanti mengganggu stabilitas, 
mengganggu keamanan seseorang dsb. Kemudian juga kategorinya 
termasuk informasi prematur kalau belum fix dinyatakan informasi 
rahasia dan kalau itu memang dinyatakan rahasia juga disebut rahasia 
negara. 
7. Untuk jangka waktu layanan informasi publik PPID Diskominfo 
Kabupaten Karanganyar sendiri sudah mengacu pada perbub atau belum? 
Sudah, sudah ada perbupnya itu pada tahun 2013. 
8. Apakah dalam melayani pemenuhan atau tanggapan pemohon informasi 
pernah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan? 
Dari dinas kami memberikan ada semacam SOP nya juga sudah masuk 
dalam prosedurnya dan yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang telat 
merespon sehingga ada aduan dari lembaga publik dalam Kabupaten 
Karanganyar diadukan karena tidak memberikan informasi karena hanya 
terlambat saja. Pemohon informasi itu keberatan dengan apa yang kita 
sampaikan. Intinya pernah, jadi waktu itu tahun 2013, 2014 jadi awal 
diterapkannya UU KIP tersebut. Kemudian juga awal-awal PPID itu 
harus dibentuk dan harus ada keberadaannya di setiap badan publik itu 
ada ketentuannya di peraturan komisi informasi. Semua badan publik 
harus membentuk PPID, sehingga waktu itu tahun 2014, 2015 ada aduan 
pemohon informasi mengadukan sampai persidangan dikomisi informai 
jadi badan publik yang dikuasakan oleh PPID nya itu dipanggil ditemukan 
dengan pemohon dan digugat atau gugatan. Saya sendiri pejabat yang 
mengelola di bidang klasifikasi informasi khususnya pernah 2x itu tapi 
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sebagai dinamika saja, dinamika dari implementasi KIP waktu itu di 
komisi informasi. 
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Nama Informan : Kristiana Dwi Kartiningsih S.S., M.M 
Jabatan  : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Maret 2019 
1. Informasi itu kan dibagi menjadi 4 kategori informasi ada berkala, 
dikecualikan, setiap saat dan serta merta. Tolong jelaskan apa maksud dari 
ke empat informasi tersebut. 
Kalau berkala ya memang harus beberapa waktu, secara berkala harus di 
perbarui seumpama anggaran kan setiap 3 bulan sekali harus di 
sampaikan pengadministrasiannya sudah berapa persen seperti itu. Tiap 
semester itu dilaporkan melalui web itu sama hal-hal yang perlu 
dilaporkan secara berkala. Kemudian informasi yang harus dikecualikan 
itu informasi yang memang tidak boleh tidak bisa diberikan oleh 
masyarakat umum memang sifatnya rahasia bagi kita baikbagi pemerintah 
maupun PNS nya sendiri. Seumpama mereka melanggar disiplin nah itu 
kan tidak boleh karena menyangkut pribadi. Kemudian tentang data yang 
ada di rekam medis untuk di RSU data rekam medis pasien banyak sekali 
yang tidak boleh di sampaikan ke sembarang orang, misalnya mungkin 
bisa pasiennya sendiri dengan dokternya atau keluarganya itu tidak boleh 
di publish untuk semua orang karena itu data-data yang sifatnya rahasia 
bagi pemeintah seumpamanya data-data yang penuh rahasia bagi 
pemerintah yang tidak boleh di publish yang bisa membahayakan 
keamanan negara. Kemudian untuk informasi serta merta yaitu informasi 
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Informasi mengenai 
bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, 
hama penyakit tanaman dll. Kemudian yang terakhir informasi setiap saat 
yaitu meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah 
penguasaan pemerintah daerah, tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan, hasil keputusan pemerintah daerah atau badan publik dan 
latar belakang pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada serta 
dokumen pendukungnnya. 
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2. Dalam rapat PPID biasanya diadakan berapa minggu atau berapa bulan 
sekali? 
biasanya kita mengadakan rapat internal dengan PPID Pembantu itu 2 
bulan sekali atau tidak pasti karena rapat sesuai kebutuhan. 
3. Langkah  apa yang anda lakukan saat menangani permintaan informasi 
yang kurang jelas? 
Ada dari pihak PPID memberi formulir keberatan disampaikan kembali 
jadi apa sih keberatannya yang kurang, bisa disampaikan kembali pada 
kita melalui form itu. Itu mungkin tim akan mempertimbangkan bagaimana 
untuk tindak lanjutnya untuk disampaikan jawabnnya. 
4. Perencanaan apa saja yang dilakukan PPID Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar dalam keterbukaan informasi publik? 
Kalau kita di tingkat Kabupaten direncanakan untuk di setiap awal tahun 
kita kepada setiap perangkat daerah (PD) kita mintai laporan pelaksanaan 
pelayanan publik layanan informasi publik di setiap perngkat daerah kita 
mintai laporannya termasuk register layanan informasi kita mintai itu 
karena harus melaporkan ke tingkat provinsi bahkan sampai pusat. Kita 
buku kan kemudian kita kirim nah itu sudah menjadi tanggung jawab kita 
untuk setiap akhir tahun harus mengirim ke komisi informasi atau 
kementerian. Kemudian untuk langkah selanjutnya yakni kita harus 
istilahnya meminta kepada setiap perangkat daerah kembali memutuskan 
menerbitkan DIP (Daftar Informasi Publik), membuat SK tentang DIP di 
setiap perangkat daerah. Jadi setiap awal tahun mereka itu membuat 
keputusan tentang DIP yang di tanda tangani oleh kepala dinas masing-
masing. 
5. Dalam menangani website dan pelayanan PPID ini kan masih belum ada 
personil khusus dalam mengelola website, kira-kira untuk langkah ke 
depannya akan tetap seperti ini atau mencari tenaga yang ahli dalam 
mengelola website?  
Untuk sementara ini kita memang bekerja sama dengan bidang Teknologi 
Komunikasi dan Informatika (TKI) yang lebih paham mengenai IT ya, 
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disitu ada mas Adi dan ini saya rencana mau melibatkan mas Tegar salah 
satu dari tim PPID untuk bisa membantu dan sekalian dilatih untuk 
kedepannya bisa paham hal ini. Tetap kita juga melibatkan mas Dody juga 
dari bidang TKI karena lebih paham pengelolaan website nya. 
6. Media apa yang digunakan dalam berkomunikasi selain website dan 
mendatangi langsung ke kantor Diskominfo Kabupaten Karanganyar? 
Kita sudah buat WhatsApp (WA) group untuk PPID sekabupaten isinya itu 
sekretaris atau PPID Pembantu dan admin, itu semua ada di group jadi 
nanti kalau ada informasi data yang penting segera di sampaikan lewat 
WA group ini karena nanti kalau ada kesulitan apapun bisa segera di 
tanyakan di group itu karena sangat efektif. 
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Nama Informan : Drs. Agung Tjahyo Nugroho, M.M 
Jabatan  : Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 
Hari/ Tanggal : Jumat, 3 Mei 2019 
1. Berapa jumlah permohonan informasi publik yang ada di PPID Diskominfo 
Kab. Karanganyar? 
Artinya untuk yang permohonan langsung yang berada di PPID 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar yang datang ke lokasi itu tidak ada. 
2. Biasanya dari PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar sendiri bisa 
menerima berapa jumlah penyelesaian keberatan yang diterima? 
Di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar sendiri tidak ada. 
3. Bagaimana tanggapan atas penyelesaian keberatan yang diberikan dan 
seperti apa pelaksanaannya? 
Karena tidak ada yang keberatan mereka di dalam website itu istilahnya 
menanyakan hal-hal terkait apa yang dia inginkan mungkin mahasiswa. 
Mungkin ingin mengetahui tingkat informasi yang diberikan kepada 
masyarakat oleh kominfo. Diskominfo itu kan mengampu kegiatan seperi 
Bupati setiap hari setiap saat, berarti ini masyarakat sudah puas terhadap 
informasi yang disampaikan kominfo kepada masyarakat terutama lewat 
web dan juga media sosial. Media sosial tersebut meliputi instagram, 
facebook, twitter, youtube. 
4. Apa wewenang komisi informasi dalam penyelesaian sengketa? 
Wewenangnya memberikan penyelesaian sengketa, jadi mereka 
memfasilitasi terhadap pemohon yang artinya merasa keberatan terhadap 
permohonan informasi yang ini komisi informasi adanya di provinsi. Jadi 
selama kami menangani itu tidak ada kasus permohonan. Kemarin itu ada, 
tetapi di tujukan ke layanan pengadaan barang jasa itu kita diundang 
untuk ikut membantu permasalahan pemohon. 
5. Bagaimana hasil atau keputusan komisi informasi dalam pelaksanaannya 
oleh badan publik? 
Selama ini kami PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar tidak ada, 
karena tidak ada sengketa. 
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6. Untuk sekarang bagaimana anda menyikapi pemohon dalam menangani 
permasalahan sengketa? 
Tidak ada kendala karena kami dalam bertugas selama ini fine-fine aja, 
setiap kita rapat koordinasi (Rakor) dengan PPID Pembantu kita tidak ada 
masalah. Kemudian kita juga rapat dengan tim pertimbangan itu dalam 
memberikan keputusan informasi yang dikecualikan. 
7. Kemudian solusi apa yang biasanya diberikan dengan adanya informasi 
yang mungkin tidak bisa diberikan? 
Di situ sudah jelas ada SK nya, SK nya yang tanda tangan adalah atasan 
PPID Utama dan itu sudah di rapatkan dan itu yang dinamakan uji 
konsekuensi. 
8. Dengan adanya berbagai aduan, bagaimana anda menanggapi aduan yang 
sering dikeluhkan masyarakat? 
Ini sebenarnya bukan bagian dari PPID namun ada aplikasi tersendiri 
namanya SapaMas di aduan atau keluhan masyarakat. Kalau yang 
dimaksud misalnya ada jalan rusak di daerah Colomadu misalnya atau di 
Jatipuro atau di daerah manapun kalau ada jalan yang rusak misalnya ini 
kita masyarakat bisa di adukan lewat aplikasi tersebut. Media atau aplikasi 
yang namanya SapaMas keluhan-keluhan masyarakat di tampung di situ 
kemudian kalau masalah sarana prasarana jalan itu langsung kita 
distribusi ke perangkat daerah yang bersangkutan oleh itu di PUPR 
(Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat). Demikian pula misalnya ada 
aduan masyarakat terkait dengan misalnya saja ada pembuatan KTP di 
kecamatan ini berbelit-belit ini kita langsung ke Dikducapil sebagai induk 
pembuatan KTP. Dalam kurun waktu sekian hari harus sudah ada jawaban 
dari perangkat daerah yang bersangkutan, karena itu sudah termonitor 
oleh Bupati langsung kalau dalam kurun waktu 3 hari atau 2 hari itu harus 
sudah ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban atau belum ada jawaban itu 
nanti kepalanya akan ditegur Bupati, jadi menanggapinya seperti itu 
karena kami adalah sebagai fasilitator karena aplikasinya di sini adminya 
orang-orang kominfo. 
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9. Dengan melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi 
publik ini apakah dari pihak PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
sudah transparan dan terbuka terhadap masyarakat? 
Jelas kita berusaha dan kita meyakinkan pada perangkat daerah yang 
mana mereka merasa adanya undang-undang KIP merasa diblejeti. 
Tersampaikan atau tidak bahwa sebenarnya kita dilindungi oleh undang-
undang KIP karena disitu ada informasi yang dikecualikan. Jadi ibarat 
orang masuk rumah boleh silahkan masuk rumah tapi kamar-kamar yang 
menjadi informasi yang dikecualikan atau tidak boleh terbuka oleh 
masyarakat kalau misal untuk keamanan negara. Karena rahasia pribadi 
seseorang dan rahasia rekam medis atau rahasia mengenai hukuman 
dispilin PNS.  
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Nama Informan : Ardiansyah S.S.T.P., M.M. 
Jabatan  : Sekretariat PLID 
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Maret 2019 
1. Dalam bertugas di PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar khususnya 
bidang sekretariat  PLID, faktor apa yang membuat anda kesulitan dalam 
menyampaikan informasi? 
Paling utama data yang mungkin harus kita update setiap saat. 
2. Apa keunggulan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar daripada PPID 
di daerah lain? 
Hampir sama, cuma bedanya ketepatan waktu, jenis informasi yang 
diberikan atau disampaikan. Kemudian bagaimana cara menyampaikan 
informasinya, sarana prasarananya, bagaimana infrastrukturnya, 
kemudian kemarin pada tahun 2018 PPID Kabupaten Karanganyar 
mendapat peringkat 7 oleh komisi informasi dalam kategori menuju 
informatif se Provinsi Jateng dan itu masih kita dorong terus kedepannya 
agar Karanganyar bisa menyampaikan informasi yang berkelanjutan 
sesuai yang dikehendaki masyarakat. 
3. Apa manfaat dengan adanya PPID ini? 
PPID itu segala informasi yang dibutuhkan masyarakat itu bisa langsung 
kita sajikan tanpa harus mereka datang atau meminta ke kantor atau dinas 
yang terkait. Jadi bisa saja langsung lewat website, kemudian kalau ingin 
mengetahui informasi lebih detail lagi bisa langsung datang ke kantor atau 
ke dinas yang terkait atau dinas kominfo. Paling utama yaitu memberikan 
akses seluas-luasnya pada masyarakat sesuai dengan undang-undang.  
4. Kira-kira langkah apa yang bisa membantu dalam ketercapaian informasi 
yang diberikan? 
Pertama, informasi yang kita berikan sesuai dengan kriteria atau ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua informasi yang diberikan 
atau yang dikecualikan itu harus sesuai dulu. Kedua, kita menyediakan 
sarana prasarana yang memadai pada pemohon informsi (pelayanan 
informasi daerah) kita ada website, ada sosmed, ada sekretariat PLID 
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sehingga mereka atau warga dengan mudah untuk mengakses. Ketiga, 
kedepannya untuk PPID bisa menjangkau ke Desa sehingga juga Desa itu 
dalam saat ini dengan pengelolaan anggaran yang besar dengan adanya 
keterbukaan informasi publik itu bisa memberikan informasi dengan 
transparansi publik terhadap informasi yang diberikan. 
5. Adakah saran untuk PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar dalam 
memberikan pelayanan informasi melalui KIP? 
Untuk PPID kita di Diskominfo sudah bagus, sudah baik, sudah sesuai 
dengan ketentuan tinggal kita memberikan menambah inovasi-inovasi yang 
mungkin lebih update lagi inovasi-inovasi yang terpenting ya karena kan 
teknologi semakin berkembang jadi inovasi yang terkait dengan 
penyampaian informasi itu akan kita dorong terus ke depannya. 
6. Apa kelebihan dan kekurangan PPID Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
ketika berbicara menjelaskan informasi publik yang diminta? 
Kelebihannya ya kita mudah untuk di akses, infrastruktur dan sarana 
prasarana yang memadai, SDM semakin baik pelayanannya. 
Kekurangannya ya inovasi itu kan, terutama di inovasi terus berkembang 
kan kita mungkin sedikit ada yang unggul dan masih kurang mungkin perlu 
kita sempurnakan. 
7. Bagaimana penerapan PPID Diskominfo Kab. Karanganyar dalam 
keterbukaan informasi publik? 
Implementasinya ya kita memberikan akses seluas-luasnya terkait dengan 
KIP pada masyarakat biar lebih mudah mengakses, kita buka informasi 
apapun sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang No. 14 Tahun 
2008. Dalam hal ini kita berusaha transparan terkait dengan informsi 
publik. 
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